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P U T U S A N
NOMOR :  125/G/2011 /PTUN- JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  

Negara  pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa  te l ah  

memutuskan  dengan  per t imbangan- per t imbangan  seper t i  

te rsebu t  d ibawah  in i ,  da lam  perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT.  SUKSES GRAHATIKA,  berkedudukan  di  Ja lan  Raya  Sunte r  

Permai  Ruko  Ni rwana  Sunte r  Asr i  Tahap  I I I  Blok  

J- 2,  Nomor  :  21,  Jakar ta  Utara ,  da lam  ha l  in i  

d iwak i l i  o leh  IRWAN WIDIAWANTO,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  peker j aan  Di rek tu r  PT.  Sukses  

Grahat i ka ,   ber tempat  t i ngga l   d i  Ja lan  Teluk  

Ranta i  IV  Nomor :  9,  RT.  006,  RW. 010,  Kelu rahan  

Kelapa  Gading  Bara t ,  Kecamatan  Kelapa  Gading ,  

Jakar t a  Utara ,  yang  dalam  ha l  in i  te l ah  

member ikan  kuasa  kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. SUKO SINARMO, SH. ,  Kewarganegaraan  In dones ia ,  

Tempat  t i ngga l  Ja lan  Harapan  Jaya  IV ,  Nomor  

50,  RT.003,  RW.012,  Kelu rahan  Cip inang  

Melayu ,  Jakar t a  Timur ,  peker j aan  Advokat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

2. DEVI  HERYANTIE,  SH. ,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  tempat  t i ngga l  Ja lan  Rusun 

Halaman  1 dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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Kemayoran  Blok  Konver  6  B,  Nomor  :  311,  

Kelu rahan  Kebon  Kosong,  Jakar t a  Bara t ,  

peker j aan  Advokat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Pada  Kanto r  Hukum SUKO SINARMO,  SH &  Rekan,  

bera lamat  d i  Ja lan  Harapan  Jaya  IV ,  Nomor  :  50,  

RT.  003,   RW.  012,  Cip inang  Melayu ,  Jakar ta  

Timur ,  berdasarkan    Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  24  Jun i  2011,  untuk   se lan ju t nya  

disebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PENGGUGAT ;  

L A W A N :

KEPALA   KANTOR   PELAYANAN   UTAMA   BEA   DAN   CUKAI  

TIPE   A TANJUNG PRIOK,  berkedudukan  di  Ja lan  

Pabean,  Nomor  :  01,  Tanjung  Pr iok  Jakar t a  

Utara ,  da lam  ha l  in i  member ikan  kuasa  

kepada  :  - - - - - -

1. BAMBANG SUMARSONO,  SH.  MM.,  Kepala  Sub 

Di rek to ra t  Pera tu ran  dan  Bantuan  Hukum,  

Di rek to ra t  Pener imaan  dan  Pera tu ran  

Kepabeanan  dan  Cukai ,  Di rek to ra t  Jendera l  

Bea  dan  Cukai  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. SUWINARNO,  S.E.M.M. ,  Pl t .  Kepala  Seks i  

Bantuan  Hukum,  Sub  Di rek to ra t  Pera tu ran  

dan  Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  Pener imaan  
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dan  Pera tu ran  Kepabeanan  dan  Cukai ,  

Di rek to ra t  Jendera l  Bea  dan  Cukai  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. WINARKO,  S. E.M. M.,  Kepala  Seks i  In te l e j en  

I ,  Bidang  Penindakan  dan  Peny id i kan ,  

Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan  Cukai  Tipe  

A  Tanjung  Pr iok  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. SUKMA MAHENDRA PUTRA,  SH. ,  Kepala  Seks i  

Peny id i kan  I ,   Bidang  Penindakan  dan 

Peny id i kan ,  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan  

Cukai  Tipe  A Tanjung  Pr iok  ;  -

5. ALROMOON, SH. ,  Kepala  Seks i  Penindakan  I I ,  

Bidang  Penindakan  dan  Peny id i kan ,  Kantor  

Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  A 

Tanjung  Pr iok  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. PUTUT SUKOCO, SE. ,  Kepala  Seks i  Pabean dan  

Cukai  I I ,  Bidang  Pelayanan  Pabean  dan  

Cukai  I I I ,  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan  

Cukai  Tipe  A Tanjung  Pr iok  ;  -

7. ARI  KURNIAWAN,  SH. ,  Pelaksana  pada  Seks i  

Peny id i kan  I I ,  Bidang  Penindakan  dan  

Peny id i kan ,  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan  

Cukai  Tipe  A Tanjung  Pr iok  ;  -

8. ZACKY TAUFIK,  SH. ,  Pelaksana  pada  Seks i  

Peny id i kan  I ,  Bidang  Penindakan  dan  

Peny id i kan ,  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan  

Halaman  3 dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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Cukai  Tipe  A Tanjung  Pr iok  ;  -  

9. RUSDIANTO KUSUMA H. ,  SH. ,  Pelaksana  pada  

Seks i  Bantuan  Hukum,  Sub  Di rek to ra t  

Pera tu ran  dan  Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  

Pener imaan  dan  Pera tu ran  Kepabeanan  dan  

Cukai ,  Di rek to ra t  Jendera l  Bea dan Cukai  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. HARI  KRISTIANTO WAHYU K,  SH. ,  Pelaksana  

pada  Seks i  Bantuan  Hukum,  Sub  Di rek to ra t  

Pera tu ran  dan  Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  

Pener imaan  dan  Pera tu ran  Kepabeanan  dan  

Cukai ,  Di rek to ra t  Jendera l  Bea dan Cukai  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. MAHMUD ZEIN  FIRMANSYAH,  SH. ,  Pelaksana  

pada  Seks i  Bantuan  Hukum,  Sub  Di rek to ra t  

Pera tu ran  dan  Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  

Pener imaan  dan  Pera tu ran  Kepabeanan  dan  

Cukai ,  Di rek to ra t  Jendera l  Bea dan Cukai  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. RI KSI  A.  SOMPIE,  SH. ,  Pelaksana  pada  Seks i  

Bantuan  Hukum,  Sub  Di rek to ra t  Pera tu ran  

dan  Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  Pener imaan  

dan  Pera tu ran  Kepabeanan  dan  Cukai ,  

Di rek to ra t  Jendera l  Bea  dan  Cukai  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  SKU-

4

4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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02/KPU 01/2011 ,  te r t angga l  15  Ju l i  2011,  

untuk  se lan ju t nya  di sebut  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .  TERGUGAT ;

 Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  Nomor  :  125/PEN- DIS/2011 /PTUN- JKT 

te r t angga l  4 Ju l i  2011  ten tang  Pemer iksaan  dengan  Acara  

Biasa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara      Jakar t a  Nomor  :  125/PEN/2011/PTUN- JKT 

te r t angga l  4  Ju l i  2011,  ten tang  Penun jukan  Susunan  

Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  memutus  sengketa  yang  

bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  

125/PEN- HS/2011/PTUN- JKT te r t angga l  5  Ju l i  2011  ten tang  

har i  Sidang  ;  -

- Telah  membaca   berkas  perkara  dalam  sengketa  yang  

bersangku tan  ;  - - - - - - -

- Telah  memer iksa  sura t - sura t  bukt i  dan  mendengarkan  

kete rangan  para  pihak  d ipe rs i dangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  5 dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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- Telah  membaca  Ber i t a  Acara  Pers idangan  dalam  sengketa  

yang   bersangku tan   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA  PERKARA :  

 Menimbang,  bahwa Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

te rhadap  Tergugat  dengan  sura t  gugatannya  te r t angga l  27  

Jun i  2011  yang  di te r ima  dan  d ida f t a r kan  pada  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  27  Jun i  

2011,  dengan  Regis te r  Perkara  Nomor  :  125/G/2011 /PTUN- JKT,  

dan  sebaga imana  te l ah  dipe rba i k i  dengan  sura t  gugatan  

perba i kannya  te r t angga l  25  Ju l i  2011  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I .  OBJEK  SENGKETA.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  yang  menjad i  Objek  Sengketa  dalam  perkara  aquo  

ada lah  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

di te rb i t k an  oleh  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan  

Cukai  Tipe  A Tanjung  Pr iok  (Terguga t )  berupa  sura t  No.  

S- 606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  10  Jun i  2011  Per iha l  :  

Permohonan  Reekspor .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -  

I I .  DASAR  DAN  ALASAN  GUGATAN. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  dasar  dan  alasan  gugatan  in i  d ia j ukan  ada lah  

6
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sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - -

1.  Bahwa  Penggugat  ada lah  suatu  Badan  Hukum  Perdata  

berben tuk  Perseroan  Terba tas  yang  bergerak  da lam b idang  

perdagangan  dan  jasa  yang  did i r i k an  pada  tangga l  20  

Ju l i  2006  sesua i  dengan  Akta  Pendi r i a n    PT.  Sukses  

Grahat i ka  yang  dibua t  d i  hadapan  H.  Warman,  S.H.  

Notar i s  d i  Jakar ta  pada  tangga l  20  Ju l i  2006  di  bawah 

Akta  Nomor  :  64  dan  Akta  Perubahan  Anggaran  Dasar  yang  

dibua t  d i  hadapan  H.  Feby  Rubein  Hidaya t ,  S.H.  Notar i s  

d i  Jakar ta  pada  tangga l  15  Agustus  2008  di  bawah Akta  

Nomor  :  372  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bahwa  Penggugat  merasa  d i rug i kan  dengan  adanya  sura t  

ob jek  sengke ta  yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  yang  pada  

in t i n ya  menolak  permohonan  reekspor  Penggugat .  Oleh  

karena  i t u  Penggugat  mengajukan  gugatan  aquo  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (1 )  UU No.  9 Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  atas  UU No.  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  yang  menyebutkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Seseorang  atau  badan  hukum  perda ta  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  

Pengad i l an  yang  berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengke takan  i t u  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  

Halaman  7 dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dise r t a i  tun tu tuan  gant i  rug i  dan  atau  rehab i l i b s i  ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Bahwa  sura t  ob jek  sengketa  te rsebu t  d i te r b i t k an  oleh  

Tergugat  pada  tangga l  10  Jun i  2011,  dan  gugatan  aquo  

dia jukan  oleh  Penggugat  kepada  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  pada  tangga l  27  Jun i  2011,  seh ingga  

gugatan  aquo  belum  melampaui  tenggang  waktu  90 

(sembi l an  puluh)  har i  sebaga imana  d imaksud  Pasa l  55  UU 

No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

karenanya  gugatan  Penggugat  se layaknya  dapat  d i te r ima  

oleh  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bahwa  te rhadap  pemenuhan  unsur - unsur  suatu  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  dimaksud  dalam Keten tuan  

Pasal  1  angka  9  UU     No.  51  Tahun  2009  ten tang  

Perubahan  Kedua  atas  UU No.  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  dapat  Penggugat  sampaikan  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Sura t  ob jek  sengketa  yang  di te r b i t k an  oleh  

Tergugat  adalah  nyata  dibua t  secara  te r t u l i s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

b.  Tergugat  adalah  je l as  Pejaba t  Tata  Usaha 
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Negara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c.  Sura t  ob jek  sengketa  te rsebu t  adalah  nyata  

sebaga i  t i ndakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

yakn i  t i ndakan  admin is t r a s i  atas  permohonan  dar i  

Penggugat  dengan  menyandarkan  pada  Keten tuan  Pasa l  

25  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Bea dan  Cukai  No.  P-

25/BC/2007  jo  P- 21/BC/2007  ;  - -

d. Sura t  ob jek  sengketa  te rsebu t  te lah  bers i f a t  konkre t  

karena  sura t  te r sebu t  je l as  mengandung peno lakan  atas  

permohonan  re- ekspor  yang  dia jukan  oleh  Penggugat ,  

te l ah  bers i f t a t  ind i v i dua l  karena  peno lakan  te rsebu t  

d i tu j ukan  hanya  atas  permohonan  Penggugat ,  ser ta  

bers i f a t  f i na l  karena  sura t  te rsebu t  sudah  def i n i t i f  

dan t i dak  memer lukan  perse tu j uan  dar i  atasan  Tergugat  

maupun ins tans i  la i n  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Sura t  ob jek  sengketa  te rsebu t  menimbulkan  ak iba t  

hukum bag i  Penggugat  karena  menimbulkan  kerug ian  ba ik  

secara  mater i i l  maupun  imate r i i l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Berdasarkan  ura ian  di  atas ,  maka  je l as  sura t  ob jek  

sengketa  dalam  perkara  aquo  te l ah  memenuhi  Keten tuan  

Paeal  1 angka  9 UU No.  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  

Kedua  atas  UU No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Mengenai  a lasan  Penggugat  menjad i kan  Kepala  Kantor  

Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  A  Tanjung  Pr iok  

sebaga i  Tergugat  dan  bukan  Kepala  Bidang  Pelayanan  

Pabean  dan  Cukai  l l l  se laku  pihak  yang  menanda- tangan i  

sura t  ob jek  sengketa ,  dapat  Pengugat  ura i kan  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - -

a.  Bahwa Keten tuan  Pasa l  1 angka  12 UU No.  51 Tahun  

2009 ten tang  Perubahan  Kedua atas  UU No.  5 Tahun 1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  menyebutkan  :  

“Terguga t  adalah  badan atau  pejaba t  ta ta  usaha  Negara  

yang  mengeluarkan  keputusan  berdasarkan  wewenang yang  

ada  padanya  atau  yang  di l impahkan  kepadanya  yang  

diguga t  o leh  orang  atau  badan  hukum  perda ta  ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Berkenaan  dengan  sumber  kewenangan  yang  dimi l i k i  

Tergugat  se laku  pejaba t  admin i s t r a s i  yang  menja lankan  

tugas  pemer in tahan ,  menuru t  s is t em  Hukum Admin is t r a s i  

Negara ,  sumber  kewenangan  pejaba t  admin is t r a s i  negara  

berasa l  dar i  undang- undang  yang  dibua t  o leh  

leg i s l a t i f ,  dan mengenai  cara  dipe ro lehnya  kewenangan  

te rbag i  mela lu i  3  ( t i ga )  cara  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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-  At r i bus i ,  ya i t u  pember ian  kewenangan  yang  baru  

berasa l  dar i  kons t i t u s i  dan/a tau  undang- undang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-  Delegas i ,  ya i t u  pemindahan  atau  penga l i han  

suatu  kewenangan  yang  ada  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pember ian  Mandat ,   ya i t u  kewenangan  yang  d ibe r i k an  

oleh  suatu  organ i sas i  pemer in tahan  kepada  orang  

la i n  untuk  mengambi l  keputusan  atas  nama pember i  

mandat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Dalam  hal  tanggung  jawab  kewenangan,  pada  konteks  

delegas i  tanggung  jawab  sudah  bera l i h  kepada  pener ima  

delegas i ,  sedangkan  dalam  konteks  mandat  tanggung  

jawab  te tap  berada  pada  s i  pember i  mandat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d.  Mengacu  kepada  Keten tuan  Pasa l  1 angka  12 UU No.  

51  Tahun  2009  di  atas  dan  ka i t annya  dengan  

pencantuman  akron im  “u .b ”  atau  “un tuk  bel i au ”  pada  

Sura t  ob jek  sengketa ,  maka dapat  d ika takan  kewenangan  

yang  dimi l i k i  Kepala  Bidang  Pelayanan  Pabean  dan  

Cukai  l l l  se laku  pihak  yang  menanda- tangan i  sura t  

ob jek  sengketa ,  d ipe ro l eh  mela lu i  pember ian  mandat  

dar i  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan Cukai  Tipe  

A Tanjung  Pr iok  ( i n  casu  Tergugat ) ,  seh ingga  tanggung  
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jawab  atas  sura t  d imaksud  te tap  berada  pada  

Tergugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas  maka  kedudukan  

Kepala  Kantor  Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  A 

Tanjung  Pr iok  sebaga i  Terguga t  da lam perkara  aquo  te l ah  

memenuhi  Keten tuan  Pasal  1 angka  12 UU No.  5 Tahun 2009  

ten tang  Perubahan  Kedua  atas  UU No.  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

8. Bahwa  mengenai  krono log i s  ke jad ian  dalam  perkara  in i  

dapat  Penggugat  sampaikan  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Penggugat  mengajukan  pemesanan  barang  (Purchase  

Order )  lengkap  dengan  r i nc i an  barang  yang  dipesan  

kepada  PT.  Albes t  Express  PTE LTD,  suatu  perusahaan  

Ekspor t i r  yang  berkedudukan  di  Changi  Ai r f r e i g h t  

Cent re  PO BOX Singapore  sesua i  dengan  Sura t  PO 

Nomor  :  PO/SG/33  te r t angga l  1 Apr i l  2011 dan PO Nomor  

:  PO/SG/38  te r t angga l  10  Apr i l  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Pada  tangga l  10  Apr i l  2011  pihak  PT  Albes t  

Express  Pte  Ltd  menyatakan  kesanggupannya  atas  

pesanan  dar i  Penggugat  dengan  mengi r imkan  Sales  

12
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Cont rac t  No.  AE-002480  te r t angga l  10  Apr i l  2011  dan  

No.  AE-002482  te r t angga l  17  Apr i l  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c.  Pada  tangga l  12  Mei  2011  PT Albes t  Express  Pte  

Ltd  mengi r imkan  data  Pack ing  L is t ,  lnvo i ce ,  dan  

dokumen  Bi l l  of  Load ing  (BL)  dar i  p ihak  Pelayaran  

(JOO TAT SHIPPING PTE LTD)  kepada  Penggugat  sebaga i

 bukt i  barang- barang  pesanan  Pengugat  sebaga imana  

te rcan tum  dalam PO No.  PO/SG/33  tangga l  1 Apr i l  2011  

dan  PO No.PO/G/38  tangga l     10  Apr i l  2011  te l ah  

dik i r im  mela lu i  lau t  dengan  est imas i  kedatangan  kapa l  

angkut  pada  tangga l  15  Mei  2011  dan  tangga l  21  Mei  

2011 ;  - - - - - - -

d.  Bahwa dengan  dasar  BL,  lnvo i ce ,  dan Pack ing  l i s t  

te rsebu t  d i  atas ,  pada  tangga l  23  Mei  2011  Penggugat  

kemudian  melakukan  kewaj i bannya  kepada  Negara  yakn i  

membayar  bea  masuk,  PPN,  PPH atas  impor tas i  te rsebu t  

d i  atas  sesua i  dengan  keten tuan  yang  ber laku  yang  

dibayarkan  mela lu i  Perusahaan  Pengurusan  Jasa  

Kepabeanan  (PPJK)  ya i t u  PT.  Layar  Abadi  Nusanta ra ,  

yang  meneruskan  pembayaran  bea  masuk,  PPN,  PPH,  

dengan  mentrans fe r  data  BL,  invo i ce  dan  pack ing  l i s t  

kepada  Tergugat  mela lu i  Data  Elek t r on i k  (PDE) ;

e.  Bahwa  sete lah  Penggugat  melakukan  pembayaran ,  

Tergugat  kemudian  menerb i t kan  sura t  bukt i  pener imaan  

Pember i t ahuan  lmpor  Barang  (P lB )  dan  Sura t  

Pember i t ahuan  Ja lu r  Merah  (SPJM)  dengan  nomor  

pendaf t a ran  pet i  kemas  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1)  Nomor  Conta ine r  :  EOLU 4963048(40” )  Nopen :  186732  

te r t angga l  23  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2)  Nomor  Conta ine r  :  EOLU 4969555(40” )  Nopen :  189525  

te r t angga l  25  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Bahwa  pada  tangga l  24  Mei  2011,  t i ba - t i ba  

Penggugat  mener ima  pember i t ahuan  dar i  PT  Albes t  

Express  Pte  Ltd  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa 

te l ah  te r j ad i  kesa lahan  peng i r iman  barang  dimana  

barang- barang  yang  te rdapa t  pada  dua  pet i  kemas 

dengan  nomor  :  EOLU 4963048    dan    nomor   :  EOLU 

4969555   te r sebu t   d i  atas  bukan  

merupakan  barang- barang  sesua i  pesanan  Penggugat  

sebaga imana  te rcan tum  dalam  Purchase  Order  No.  

PO/SG/33  tangga l  1  Apr i l  2011  dan  Purchase  Order  

No.PO/SG/38  tangga l  10  Apr i l  2011,  padaha l  da lam ha l  

in i  Penggugat  sudah  te r l an j u r  mengi r imkan  data  

elek t r on i k  kepada  Tergugat  dan  sudah  membayar  

kewaj i ban  Penggugat  sebaga imana  te rsebu t  pada po in t  e 

di  atas  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g. Bahwa berdasarkan  adanya  pember i t ahuan  kesa lahan  

peng i r iman  dar i  PT Albes t  Express  Pte  Ltd  te rsebu t  

Penggugat  kemudian  mengajukan  permohonan  reekspor  

kepada  Tergugat  sesua i  sura t  Penggugat          No.  

468/SGH.V/2011  tangga l  26  Mei  2011  ;  

14
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h. Bahwa  pada  tangga l  10  Jun i  2011  Tergugat  

menerb i t kan  Sura t            No.  S-

606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  10  Jun i  2011  Per iha l  :  

Permohonan  Reekspor  (ob jek  sengketa )  yang  pada  

in t i n ya  Tergugat  menolak  permohonan  reekspor  yang  

dia j ukan  Penggugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

i . Bahwa pada  tangga l  14  Jun i  2011,  Kepala  Bidang  

Pelayanan  Pabean dan Cukai  l l l  Kantor  Pelayanan  Utama 

Bea dan Cukai  Tipe  A Tanjung  Pr iok  mengeluarkan  sura t  

pember i t ahuan  yang  pada  pokoknya  menyatakan  Tergugat  

akan  melakukan  pemer iksaan  f i s i k  barang  secara  

jaba tan  te rhadap  dua  pet i  kemas  dengan  Nomor  :  EOLU 

4963048      dan  Nomor  :  EOLU 4969555  sebaga imana  

te rnya ta  dalam  Sura t          No.  S-

618/KPU.01 /BD.05 /2011  tangga l  14  Mei  2011  Per iha l  :  

Pember i t ahuan  Pemer iksaan  Jabatan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

j . Bahwa sa lah  satu  alasan  d i t e rb i t k annya  Sura t  No.  

S- 618/KPU.01 /  BD.05/2011  tangga l  14  Mei  2011  

Per iha l  :  Pember i t ahuan  Pemer iksaan  Jabatan  te rsebu t  

d i  atas  sebaga imana  dinya takan  pada  angka  2  sura t  

d imaksud,  ya i t u  karena  ak iba t  adanya  peno lakan  

reekspor  oleh  Tergugat  yang  d ia jukan  oleh  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

di te rb i t k an  o leh  Tergugat  berupa  sura t  No.  S-

606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  10  Jun i  2011  Per iha l  :  

Halaman  15  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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Permohonan  Reekspor  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam 

perkara  aquo,  je l as  merupakan  suatu  t i ndakan  yang  

melanggar  keten tuan  perundang- undangan  yang  ber laku  

khususnya  Pasal  25  ayat  (1 )  Pera tu ran  Di r j en  Bea  dan  

Cukai  No.  P- 25/BC/2007  jo .  No.  P- 21/BC/2007  ten tang  

Perubahan  atas  Pera tu ran  Di r j en  Bea dan  Cukai  ten tang  

Petun juk  Pelaksanaan  Tata laksana  Kepabeanan  di  Bidang  

lmpor  pada Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan Cukai  Tanjung  

Pr iok  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.  Bahwa  alasan- alasan  Tergugat  menolak  permohonan  

reekspor  Penggugat ,  sebaga imana  te rsebu t  pada  angka  2 

sura t  ob jek  sengketa ,  Tergugat  mengatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

“………. Sesuai  Keten tuan  Pasal  25  Pera tu ran  Di rek tu r  

Jendera l  Bea  dan  Cukai  Nomor  :  P- 25/BC/2007  jo  P-

21/BC/2007  sebaga i  ber i ku t  :  - - -  

a, Terhadap  barang  impor  yang  masih  berada  di  da lam 

Kawasan  Pabean  dapat  d iekspor  kembal i  apab i l a  

sa lah  k i r lm  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Keten tuan  sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (1 )  t i dak  

ber l aku  apab i l a  barang  te rsebu t  te lah  d ia jukan  PIB  

dan  te l ah  di l akukan  pemer iksaan  f i s i k  barang  

dengan  has i l  keadaan  jumlah  dan  /  atau  jen i s  

barang  t i dak  sesua i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - -

Bahwa  sesua i  dengan  Nota  Dinas  Nomor  :  ND-

312/KPU.01 /BD.09 /  2011,  Kepala  Bidang  Penindakan  dan  

Peny id i kan  menyampaikan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alasan  reekspor  karena  sa lah  k i r im  t i dak  dapat  

d ikon f i rmas i  kepada  yang  bersangku tan  karena  belum 

memenuhi ,  pangg i l an  sura t  ;  - - - - - -  

(2 )  Terhadap  impor tas i  te rsebu t  d iduga  te rdapa t  

barang  la i n  yang  t i dak  dibe r i t a hukan  dalam 

pember i t ahuan  pabean  (PIB)  dan  te l ah  di l akukan  

penyege lan  atas  conta i ne r  No.  EOLU 4969555  (40” )  

dengan  Ber i t a  Acara  No.  BA-CTT-

147/KPU.01 /BD.0903 /2011  tangga l  25  Mei  2011  dan  

conta ine r  No.  EOLU 4963048  (40” )  dengan  Ber i t a  

Acara  No.  BA-CTT- 147/KPU.01 /BD.0904 /2011  tangga l  

25  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

11.  Bahwa dar i  a lasan- alasan  sebaga imana  te rsebu t  d i  atas ,  

Penggugat  membantahnya  dengan  tegas  karena  fak ta  hukum 

yang  sebenamya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

a.  Ayat  (1 )  Pasal  25  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  
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Bea  dan  Cukai  No.         P- 21/BC/2007  jo  P-

21/BC/2007  menyatakan  sa lah  satu  syara t  untuk  

mengajukan  reekspor  ada lah  apab i l a  barang  te rsebu t  

sa lah  k l rm.  Bahwa  dengan  adanya  sta tement  le t t e r  

dar i  p ihak  pengi r im  (da lam hal  in i  PT Albes t  Express  

Pte  Ltd)  yang  menyatakan  te lah  te r j ad i  kesa lahan  

peng i r iman  atas  dua  pet i  kemas  dengan  No.  EOLU 

4969555  dan  No.  EOLU  4963048  yang  dia j ukan  

permohonan  reekspornya  oleh  Penggugat ,  maka  je l as  

permohonan  reekspor  yang  dia jukan  Penggugat  sangat  

bera lasan  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Ayat  (2 )  Pasal  25  menyebutkan  :  “  Keten tuan  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  t i dak  ber laku  

apab i l a  barang  te rsebu t  te Iah  d ia j ukan  PIB  dan te l ah  

di l akukan  pemer iksaan  f i s i k  barang  dengan.  has i l  

kedapatan  jumlah  dan/a tau  jen i s  barang  t i dak  sesua i ”  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c.  Bahwa j i k a  dice rmat i  buny i  keten tuan  ayat  (2 )  

d i  atas ,  pada  ka l ima t         “  te l ah  dia jukan  PIB  

dan  te l ah  di l akukan  pemer iksaan  barang  ”  adalah  

menggunakan  kata  penghubung  “dan”  (bukan  “a tau ” )  

maka  je l as  ha l  in i  bermakna  kumula t i f  (bukan  

al temat i f )  seh ingga  penerapan  te lah  dia jukan  PIB  dan  

pemer iksaan   f i s i k  barang  sebaga i  syara t  peno lakan  

reekspor ,  harus  te rpenuh i  kedua- duanya.  Sedangkan  

fak tanya ,  walaupun  Penggugat  te lah  mengajukan  PIB  

namun te rhadap  dua  pet i  kemas te rsebu t  be lum pernah  

di l akukan  pemer iksaan  f i s i k  barang ,  seh ingga  alasan  

18
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peno lakan  reekspor  yang  dican tumkan  Tergugat  da lam 

sura t  obyek  sengketa  dengan  send i r i n ya  menjad i  t i dak  

sah  ;  - - -

d.  Bahwa  oleh  karena  belum  di l akukan  pemer iksaan  

f i s i k  barang  te rhadap  dua  pet i  kemas  te rsebu t  maka 

je l as  unsur  dengan  has i l  kedapatan  jumlah  dan /  atau  

jen i s  barang  yang  t i dak  sesua i  sebaga imana  

disya ra t kan  o leh  ayat  (2 )  Pasa l  25  Pera tu ran  

Di rek tu r  Jendera l  Bea  dan  Cukai  No.P- 25/BC/2007  jo  

P- 21/BC/2007  di  atas  juga  t i dak  dapat  te rpenuh i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

e.  Alasan  peno lakan  Tergugat  yang  kedua  ada lah  

mengacu  kepada  Nota  Dinas  Kepala  Bidang  Penindakan  

dan  Peny id i kan  No.  ND-312/KPU.01 /  BD.09/2011  yang  

menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Alasan  Reeskpor  karena  sa lah  k i r im  t i dak  dapat  

d ikon f i rmas i  kepada  yang  bersangku tan  karena  belum 

memenuhi  pangg i l an  sura t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2)  Terhadap  impor tas i  te rsebu t  d iduga  te rdapa t  

barang  la i n  yang  t i dak  dibe r i t a hukan  dalam 

pember i t ahuan  pabean  (PIB)  dan  te l ah  di l akukan  

penyege lan  atas  conta i ne r  No.  EOLU 4969555  (40” )  

dengan  Ber i t a  Acara  No.  BA-CTT-

147/KPU.01 /BD.0903 /2011  tangga l  25  Mei  2011  dan  

conta ine r  No.  EOLU 4963048  (40” )  dengan  Ber i t a  

Acara  No.  BA-CTT- 147/KPU.01 /BD.0904 /2011  tangga l  

25  Mei  2011  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

f . Bahwa  te rhadap  is i  Nota  Dinas  Kepala  Bidang  

Penindakan  dan Peny id i kan  sebaga imana  te rsebu t  da lam 

poin  per tama,  Penggugat  merasa  t i dak  pemah seka l i pun  

mener ima  sura t  pangg i l an  dalam  rangka  konf i rmas i  

atas  permohonan  reekspor  dar i  Terguga t .  Dan  j i k a  

benar  ada  (quod  non)  maka  dalam  hal  in i  Penggugat  

menuntu t  Tergugat  untuk  membukt i kannya  di  hadapan  

Pers idangan  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

g. Bahwa  te rhadap  is i  Nota  Dinas  Kepala  Bidang  

Penindakan  dan Peny id i kan  sebaga imana  te rsebu t  da lam 

poin  kedua,  mengenai  t i ndakan  Penyege lan  yang  

di l akukan  Terguga t  atas  dua pet i  kemas te rsebu t  pada  

tangga l  25  Mei  2011,  je l as  te lah  menunjukkan  

kesewenang- wenangan  Kepala  Bidang  Penindakan  dan  

Peny id i kan  dalam menja lankan  tugasnya ,  karena  Pasa l  

78  Undang- Undang  No.  17  Tahun  2006  jo  Undang- Undang  

No.  10 Tahun 1995  ten tang  Kepabeanan,   menyebutkan  :  

“  Pejaba t  bea  dan  cuka i  berwenang  untuk  mengunc i ,  

menyege l ,  dan/ tau  meleka tkan  tanda  pengaman  yang  

dipe r l u kan  te rhadap  barang  impor  yang  belum 

dise lesa i kan  kewaj i ban  pabeannya  dan  barang  ekspor  

atau  barang  la i n  yang  harus  d iawas i  menuru t  undang-

undang  in i  yang  berada  di  sarana  pengangkut ,  tempat  

pen imbunan  atau  tempat  la i n  ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h. Bahwa  yang  dimaksud  dengan  Kewaj iban  Pabean  

berdasarkan  Pasal  1 ayat  (6 )  UU No.  17 Tahun 2006 jo  
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UU No.  10  Tahun  1995  ten tang  Kepabeanan,  ada lah  :  “  

semua  keg ia tan  dib idang  kepabeanan  yang  waj ib  

di l akukan  untuk  memenuhi  keten tuan  dalam  undang-

undang in i ” ;  

i . Bahwa  kewaj i ban  kepabeanan  sebaga imana  dimaksud  

Pasal  78  UU No.  17  Tahun  2006  jo  UU No.  10  Tahun  

1995  ten tang  Kepabenanan,  senyatanya  te l ah  d i l akukan  

oleh  Penggugat  ya i t u  melakukan  reg i s t r a s i  

pember i t ahuan  pabean  yang  dida lamnya  mel ipu t i  :  

pembayaran  bea  masuk,  PPN,  PPH ser ta  mentrans fe r  

data  in fo rmas i  mengenai  barang  yang  dimaksud .  

Sedangkan  kewaj i ban  pabean  yang  belum  sempat  

dipenuh i  o leh  Penggugat  ada lah  melakukan  pemer iksaan  

f i s i k  barang  ;

j . Bahwa  alasan  Penggugat  be lum  melakukan  pemer iksaan  

f i s i k  barang  d ika renakan  Sura t  Bukt i  Pener imaan  PIB  

dan  Sura t  Pember i t ahuan  Ja lu r  Merah  (SPJM)  sebaga i  

bukt i  Penggugat  te l ah  menyelesa i kan  kewaj i ban  

admin is t r a s i  kepada  Negara  baru  dike lua rkan  oleh  

Tergugat  pada    tangga l    23   Mei   2011   dan   25  

Mei  2011.   Dan di  da lam SPJM 

disebu tkan  kewaj i ban  Penggugat  untuk  menyiapkan  

barang  guna  di l akukan  pemer iksaan  f i s i k  barang  

dibe r i k an  jangka  waktu  3  ( t i ga )  har i  keda  sete lah  

tangga l  SPJM.  Ar t i nya ,  batas  waktu  pemer iksaan  f i s i k  

barang  se lambat - lambatnya  pada  tangga l  26  Mei  

2011dan  28  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

k. Namun fak ta  yang  te r j ad i ,  meskipun  Penggugat  be lum 

melewat i  batas  waktu  yang  d iber i kan  undang- undang  

untuk  melakukan  pemer iksaan  f i s i k  barang ,  pada  

tangga l  25 Mei  2011  secara  sewenang- wenang dan tanpa  

di l andas i  dasar  hukum yang  je l as  Tergugat  mela lu i  

Kepala  Bidang  Penindakan  dan  Peny id i kan  te lah  

melakukan  t i ndakan  penyege lan  te rhadap  dua  pet i  

kemas  te rsebu t  tanpa  mengindahkan  hak  dan  

kepent i ngan  Penggugat  sama  seka l i .  Hal  in i  je l as -

je l as  membukt i kan  bahwa Tergugat  te l ah  t i dak  cermat  

da lam  memahami  atu ran  hukum  yang  ada  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

l . Bahwa di  samping  Tergugat  te l ah  mengaba ikan  hak- hak  

dan  kepent i ngan  Penggugat ,  ha l - ha l  la i n  yang  

menunjukkan  ket i dak - cermatan  Tergugat  da lam 

mengeluarkan  sura t  ob jek  sengketa  adalah  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i .  Pada  sura t  ob jek  sengketa  (su ra t  No.S-

606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  10 Jun i  2011 Per iha l  

:  Permohonan  Reekspor ) ,  Tergugat  menul i skan  Tahun  

2010  di  bag ian  be lakang  nomor  sura t ,  sedangkan  

fak tanya  sura t  te rsebu t  d i te rb i t k an  pada  Tahun  

2011 ;  - -

i i .  Pengulangan  kata  Jendera l  sebanyak  dua  ka l i  
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dalam  penyebutan  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Bea 

dan  Cukai  Nomor  P- 25/BC/2007    jo  P- 21/BC/2007  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

i i i .  Pengulangan  ka l ima t  Pasal  25  sebanyak  dua  

ka l i  da lam  penyebutan  dasar  hukum Tergugat  untuk  

menolak  permohonan  reekspor  yang  dia j ukan  

Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i v . Pada sura t  No.S- 618/KPU.01 /BD.05 /2011  tangga l  

14  Mei  2011  Per iha l  Pember i t ahuan  Pemer iksaan  

Jabatan ,  Terguga t  menul i s  tangga l  14  Mei  2011  

padaha l  sura t  te rsebu t  d i te rb i t k an  pada tangga l  14  

Jun i  2011.  Hal  te rsebu t  te l ah  d iaku i  secara  tegas  

oleh  Tergugat  send i r i  ( i n  casu  Kuasa  Hukumnya)  di  

hadapan  Maje l i s  Hakim  dalam  acara  Pers idangan  

Pes iapan  yang  diadakan  pada tangga l  13 Ju l i  2011 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

12. Bahwa dar i  a lasan- alasan  te rsebu t  d i  atas  maka  je l as  

sudah  sura t  ob jek  sengketa  te l ah  ber ten tangan  dengan  

perauran  perundang- undangan  yang  ber laku  khususnya  

Pasal  25 ayat  (1 )  Pera tu ran  Di r j en  Bea dan Cukai  No.  P-

25/BC/2007  jo  No.P- 21/BC/2007  ten tang  Perubahan  atas  

Pera tu ran  Di r j en  Bea  dan  Cukai  ten tang  Petun juk  

Pelaksanaan  Tata laksana  Kepabeanan  di  Bidang  lmpor  pada  

Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan  Cukai  Tanjung  Pr iok  dan  

Halaman  23  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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t i dak  sesua i  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik ,  khususnya  asas  kecermatan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa mengenai  kerug ian  yang  di t imbu l kan  dengan  adanya  

sura t  ob jek  sengketa  te rsebu t  ada lah  Penggugat  harus  

menanggung  biaya- biaya  yang  te rd i r i  dar i  b iaya  sewa 

konta ine r  dan  b iaya  sewa  gudang  untuk  jangka  waktu  

leb ih  lama  dar i  yang  semest i nya .  Bi lamana  dipe r i n c i k an  

besarnya  biaya- biaya  yang  harus  di tanggung  o leh  

Penggugat  te rsebu t  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Biaya  sewa  conta ine r  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

1)  Conta ine r  (pe t i  kemas)  No.  EOLU  4969555  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiba  kapa l  : 15  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Masa bebas  :  15  Mei  2011  s.d .  28  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demurage  :  29 Mei  s .d .  31Ju l i  2011 :  64 har i  x  20 USD 

x 1 cont  = 1.280  USD

24
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2)  Conta ine r  (pe t i  kemas)  No.  EOLU  496308  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiba  kapa l  :  21  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Masa bebas  :  21  Mei  2011  s.d .  25  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Masa I :  26  Mei  

s.d .  01  Jun i  2011  :  7  har i  x  20  USD x  1  cont  

= 140 

USD ;  -

Masa l l  :  02  Jun i  

s.d .  08 Jun i  2011 :  7 har i x  40 USD x 1 cont  =

280  USD ;  

-

Masa l l l  :  09 

Jun i  s .d .  31 Ju l i  2011 :  53 har i  x  60 USD x  1 cont

= 3.180  

USD;

Jumlah  = 3.600  

USD; 

Oean f re i gh t  :  1 conta ine r  600 USD x 2 cont  =  

1.200  USD;

Jumlah  Tota l  Biaya  Sewa Conta ine r  =  

6.080  USD;

Atau  sebesar  Rp.  54.720 .000 , -  dengan  asumsi  1  USD =  Rp.  
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9.000 , - )  ;  - - - - - - - - - - - -

Biaya  sewa gudang (penumpukan )  :

1)  Conta ine r  (pe t i  kemas)  No.  EOLU  4969555  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiba  kapa l  : 15  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Masa bebas  :  15  Mei  2011  s.d .  17  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Masa I  :  18  Mei  s.d  

24 Mei  2011 :  7 har i x  200 % x Rp 54.500 = Rp.  

761.604 , -  ;

Masa l l  : 25  Mei  s.d  

16Ju l i 2011  :  54 har i  x 300 % x Rp 54.500 = Rp.  

8.812 .800 , -

Nota  =  Rp.  

10.000 , -  ;

Kar tu =  Rp.  

10.000 , -  ;

L i f f on =  Rp.  

281.300 , -  ;

Jumlah = 

Rp.9 .875 .700 , -  

PPN =  Rp.  

987,570 , -  ;

26
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Matera i =  Rp.  

6.000 . -  ;

Jumlah  Tota l   = Rp.  

10.869 .270 , -

2)  Conta ine r  (pe t i  kemas)  No.  EOLU  496308  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiba  kapa l  :  21  Mei  2011;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Masa bebas  :  21  Mei  2011  s.d .  23  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Masa I  : 24  Mei  s.d  

30 Mei  2011 :  7har i  x 200 % x Rp 54.500 = Rp 

761.600 , - ;

Masa I I :  31 Mei  s.d  

16Ju l i  2011 :  47 har i  x  300 % x Rp 54.500 = Rp 

7.670 .400 ;

Nota =  Rp.  

10.000 , -

Kar tu =  Rp.  

10.000 , -

Li f f on =  Rp.  

281.300 . -

Jumlah = 

Halaman  27  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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Rp.8 .733 .300 , -

PPN =  Rp.  

873.330 , -

Matera i =  Rp.  

6.000 . -

Jumlah  Tota l = 

RP.9 .612 .630 , -

Tota l  kese lu ruhan  biaya  sewa  conta ine r  dan  sewa  gudang  = 

Rp.  75.201 .000 , -  ;  

Berdasarkan  kese lu ruhan  ura ian  d i  atas  maka  dengan  in i  

Penggugat  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perka ra  aquo  untuk  menyatakan  Sura t  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  dte rb i t k an  oleh  Kepala  Kanto r  

Pelayanan  Utama  Bea  dan  cuka i  Tipe  A  Tanjung  Pr iok  

(Terguga t )  berupa  sura t  No.S- 606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  

10  Jun i  2011  Per iha l  :  Permohonan  Reekspor  dinya takan  

bata l  atau  t i dak  sah  dan  mewaj ibkan  Tergugat  untuk  

mencabutnya  ser ta  mewaj ibkan  Tergugat  untuk  menerb i t kan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  baru  yang  is i nya  berupa  

pember ian  i j i n  reekspor  kepada  Penggugat  atas  dua  pet i  

kemas  dengan  Nomor  :  EOLU 496308  dan  EOLU 4969555  sesua i  

dengan  sura t  permohonan  Penggugat  Nomor  :  468/SGH/V/2011  

tangga l  26  Mei  2011,  mewaj ibkan  Tergugat  untuk  membayar  

gant i  kerug ian  kepada  Penggugat  sebesar  Rp.  75.201 .000 , -  

( tu j uh  puluh  l ima  ju ta  dua  ra tus  satu  r i bu  rup iah )  dalam 

suatu  Putusan  yang  amarnya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  di t e rb i t k an  oleh  Kepala  Kanto r  

Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  A  Tanjung  Pr iok  

(Terguga t )  berupa  sura t  No.S- 606/KPU.01 /BD.05 /2010  

tangga l  10  Jun i  2011  Per iha l  :  Permohonan  Reekspor  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan  Cukai  

Tipe  A Tanjung  Pr iok  (Terguga t )  untuk  mencabut  Sura t  No.  

S- 606/KPU.01 /BD.05 /  2010  tangga l  10  Jun i  2011  Per iha l  :  

Permohonan Reekspor  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4. Mewaj ibkan  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan  Cukai  

Tipe  A Tanjung  Pr iok  (Terguga t )  untuk  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  baru  yang  is i n ya  berupa  

pember ian  i j i n  reekspor  kepada  Penggugat  atas  dua  pet i  

kemas  dengan  Nomor  :  EOLU 4963048  dan  Nomor  :  EOLU 

4969555  sesua i  dengan  sura t  Permohonan Penggugat  Nomor  :  

468/SGH/V/2011  tangga l  26  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Mewaj ibkan  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan  Cukai  

Tipe  A Tanjung  Pr iok  (Terguga t )  untuk  membayar  gant i  

kerug ian  kepada  Penggugat  sebesar  Rp.  75.201 .000 , -  

( tu j uh  puluh  l ima  ju ta  dua  ra tus  satu  r i bu  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Menghukum Kepala  Kanto r  Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  

Halaman  29  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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Tipe  A Tanjung  Pr iok  (Terguga t )  untuk  membayar  b iaya  

perkara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  har i  pers idangan  yang  te l ah  

di te t apkan  para  pihak  te l ah  had i r  menghadap  di  

pers i dangan ,  untuk  pihak  Penggugat  had i r  kuasanya  bernama 

DEVI  HERYANTIE,  SH,  Dkk. ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  24  Jun i  2011,  sedangkan  untuk  pihak  Terguga t  

te l ah  had i r  menghadap  kuasanya  bernama   SUWINARNO, 

S.E.M.M. ,   Dkk,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  

SKU-02/KPU.01 /2011 ,  te r t angga l  15 Ju l i  2011 ;  - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

d ia tas ,  p ihak  Tergugat  te l ah  mengajukan  jawaban  dengan  

sura tnya  te r t angga l  10  Agustus  2011  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

 1.  Bahwa  Tergugat  menolak  se lu ruh  dal i l  Penggugat ,  

kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  d iaku i  secara  tegas  

kebenarannya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bahwa sebe lum Tergugat  menyampaikan  jawaban  pada  pokok  

perkara ,  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  77  ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad ian  Tata  

Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  beberapa  ka l i  d iubah  

te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  :  51  Tahun  2009  

ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  :   5  

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  

menyatakan  bahwa  ekseps i  ten tang  kewenangan  abso lu t  

dapat  d ia j ukan  set i ap  waktu  se lama  permer i ksaan .  Oleh  

karena  i t u  Terguga t  memohon kepada  Maje l i s  Hakim untuk  

30
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dapat  memer iksa  dan  memutus  te r l eb i h  dahu lu  ekseps i  

kompetens i  abso lu t  yang  Terguga t  a jukan   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

3.  Bahwa sebaga imana  d ikemukakan  Penggugat  da lam  gugatan  

Penggugat  te r t angga l  27 Jun i  2011,  bahwa Penggugat  pada  

pokoknya  mempermasalahkan  mengena i  sura t  Keputusan  

Kepala  Kantor  Pelayanan  Utama  Tipe  A  Tanjung  Pr iok  

Nomor  :   S- 606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  10  Jun i  2011  

(se lan ju t n ya  disebu t  ob jek  gugatan)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4.  Objek  Gugatan  bukan  merupakan  Keputusan  Tata  usaha  

Negara .  - - - - - - - - -

4.1 .  Bahwa  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  47 

Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te l ah  

beberapa  ka l i  d iubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  

Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  

Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  Pasa l  25  ayat  (5 )  

Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  ten tang  

Kekuasaan  Kehak iman,  te lah  dinya takan  dengan  tegas  

bahwa  tugas  dan  kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ada lah  memer iksa ,  mengadi l i  dan  memutus  

sengketa  ta ta  usaha  Negara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  31  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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4.2 . Bahwa se lan ju t nya  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  1 

angka  10  Undang- Undang  Nomor  :  51  Tahun  2009  

ten tang  Perubahan  Kedua Atas  Undang- Undang Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

(se lan ju t n ya  disebu t  UU 51/2009) ,  te lah  dinya takan  

bahwa “sengke ta  Tata  Usaha  Negara  ada lah  sengke ta  

yang  t imbu l  da lam bidang  ta ta  usaha  negara  anta ra  

orang  atau  badan  hukum perda ta  dengan  badan  atau  

pejaba t  ta ta  usaha  negara ,  ba ik  d i  pusat  maupun di  

daerah ,  sebaga i  ak iba t  d ike lua rkannya  keputusan  

ta ta  usaha  negara ,  te rmasuk  sengketa  kepegawaian  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.3 .  Bahwa Pasa l  1  angka  9  UU 51/2009  menyatakan ,  

“Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  suatu  

penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua rkan  oleh  badan  

atau  pejaba t  ta ta  usaha  negara  yang  ber i s i  

t i ndakan  hukum ta ta  usaha  negara  yang  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  yang  

bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  f i na l ,  yang  

menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  badan  

hukum  perda ta ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.4 .  Bahwa  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  te rsebu t  d i  atas ,  te l ah  

dinya takan  dengan  je l as  dan tegas  bahwa yang  dapat  

menjad i  ob jek  gugatan  dan  disengke takan  di  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ada lah  Keputusan  Tata  
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Usaha  Negara  yang  merupakan  suatu  penetapan  

te r t u l i s  yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  

f i na l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.5 .  Bahwa  ob jek  gugatan  dalam  perkara  a  quo  

je l as - je l as  bukan/ t i d ak  merupakan  suatu  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  karena  ob jek  gugatan  dalam 

perkara  a  quo  bers i f a t  t i dak  f i na l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.6 .  Bahwa ha l  demik ian  karena  sesua i  dengan  asas  

dan  dokt r i n  i lmu  hukum yang  ber laku  dalam  hukum 

ta ta  usaha  negara ,  te lah  dinya takan  bahwa  suatu  

keputusan  yang  berupa  peno lakan  te rhadap  

permohonan  yang  t i dak  memenuhi  syara t - syara t  yang  

di ten tukan  merupakan  keputusan  yang  t i dak  

menimbulkan  ak iba t  hukum  secara  def i n i t i f  dan  

bers i f a t  t i dak  f i na l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.7 .  Bahwa  demik ian  pula  ha lnya  dengan  yang  

di j e l a skan  oleh  lnd rohar t o ,  S.H.  da lam  bukunya  

“Usaha  Memahami  Undang- Undang  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  Buku I  Beberapa  Penger t i an  Dasar  

Hukum Tata  Usaha  Negara” ,  penerb i t  Pustaka  Sinar  

Harapan  cetakan  ketu juh  september  2000,  ha laman  

173,  yang  pada  pokoknya  dinya takan  bahwa keputusan  

peno lakan  te rhadap  suatu  permohonan  yang  memang 

t i dak  memenuhi  syara t - syara t  yang  di ten tukan  
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merupakan  keputusan  yang  te rmasuk  ke  dalam 

ke lompok  keputusan  yang  belum  menimbulkan  ak iba t  

hukum secara  def i n i t i f  dan  bers i f a t  t i dak  f i na l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

4.8 .  Bahwa  objek  gugatan  hanya  merupakan  sura t  

tanggapan/ j awaban  dar i  Terguga t  te rhadap  sura t  

Penggugat  Nomor:  468/SGH/V/2011  tangga l  26  Mei  

2011  per iha l  permohonan  reekspor  yang  menyatakan  

pada  in t i n ya  menolak  permohonan  reekspor  dar i  

Penggugat  dengan  a lasan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Alasan  reekspor  karena  sa lah  k i r im  t i dak  

dapat  d ikon f i rmas i kan  kepada  yang  bersangku tan  

karena  be lum  memenuhi  pangg i l an  sura t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Terhadap  impor tas i  te rsebu t  d iduga  te rdapa t  

barang  la i n  yang  t i dak  dibe r i t a hukan  dalam 

Pember i t ahuan  lmpor  Barang  dan  te l ah  di l akukan  

penyege lan  atas  konta i ne r  nomor  :  E0LU4969555  

(40" )  dengan  Ber i t a  Acara  nomor  :  BA-CTT-

147/KPU.01 /  BD.0903/2011  tangga l  25 Mei  2011 dan  

conta ine r  Nomor  :  EOLU4963048  (40" )  dengan  

Ber i t a  Acara  Nomor  :  BA-CTT-

147/KPU.01 /BD/0904 /2011  tangga l  25  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.9 . Bahwa  atas  jawaban/ t anggapan  dar i  Tergugat  
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te rsebu t  d i  atas ,  Penggugat  t i dak  member ikan  

konf i rmas i  maupun  jawaban,  namun Penggugat  jus t r u  

mengi r imkan  sura t  kembal i  kepada  Tergugat  dengan  

Sura t  No.  0144/SG/PRM/VI /2011  tangga l  15 Jun i  2011  

per i ha l  permohonan  penundaan  pemer iksaan  jaba tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

4.10 . Bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum  te rsebu t  d i  

atas ,  maka  sudah  te rbuk t i  dan  t i dak  te rban tahkan  

lag i  j i k a  Sura t  Tergugat  Nomor         S-

606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  10 Jun i  2011  per iha l  

Permohonan  Reekspor  (ob jek  gugatan)  bukan  

merupakan  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

bers i f a t  f i na l  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.11 . Bahwa oleh  karena  ob jek  gugatan  dalam perkara  

a quo  t i dak  memenuhi  persyara tan  sebaga i  Keputusan  

TUN yang  bers i f a t  f i na l ,  maka  sudah  sepatu tnya  

gugatan  Penggugat  d i t o l a k  atau  set i dak - t i daknya  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  oleh  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  karena  objek  gugatan  

te rsebu t  t i dak  te rmasuk  dalam ob jek  perkara  dalam 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Ekseps i  Kompetens i  Absolu t .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

5.1 . Bahwa  objek  gugatan  perkara  a  quo  adalah  Sura t  

Tergugat  Nomor  :  S- 606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  
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10  Jun i  2011  per i ha l  Permohonan  Reekspor  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

5.2 .  Sebaga imana  Tergugat  ura i kan  di  atas  bahwa 

objek  gugatan  bukan  merupakan  suatu  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara ,  namun  apab i l a  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  objek  gugatan  dalam  perkara  

a quo merupakan  suatu  Keputusan  Tata  Usaha Negara ,  

maka  gugatan  Penggugat  te tap  harus  d inya takan  

di to l ak  atau  set i dak - t i daknva  dinya takan  t i dak  

dapat  d i te r ima  karena  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar t a  t i dak  berwenang  untuk  memer iksa ,  memutus ,  

dan  mengadi l i  ob jek  gugatan  dalam perkara  a quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

53. Bahwa berdasarkan  Pasa l  48  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  sebaga imana  diubah  te rakh i r  dengan  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  (UU PTUN) menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 )  Dalam  hal  suatu  Badan  atau  Peiaba t  Tata  

Usaha  Negara  dibe r i  wewenang  oleh  atau  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  untuk  

menyelesa i kan  secara  admin is t r a t i f  sengke ta  

Tata  Usaha  Negara  te r t en t u ,  maka  bata l  atau  

t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  tun tu tan  

gant i  rug i  dan/admin i s t r a t i f  yang  te rsed ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(2 ) Pengad i l an  baru  berwenang  memer iksa ,  memutus ,  

dan  menyelesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  dimaksud  da lam  ayat  (1 )  j i ka  

se lu ruh  upaya  admin is t r a t i f  yang  bersangku tan  

te tah  digunakan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.4 .  Bahwa sesua i  dengan  buny i  keten tuan  Pasa l  48  

ayat  (1 )  dan  (2 )  UU PTUN te rsebu t  d i  atas ,  dapat  

Tergugat  tegaskan  bahwa dalam hal  suatu  Badan atau  

Pejaba t  TUN  te l ah  dibe r i  wewenang  o leh  atau  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  untuk  

menyelesa i kan  secara  admin is t r a t i f  suatu  sengke ta  

TUN te r t en tu ,  maka  Pengad i l an  TUN baru  berwenang  

memer iksa ,  memutus ,  dan  menyelesa i kan  sengke ta  TUN 

te rsebu t  sete lah  upaya  admin is t r a t i f  yang  te rsed ia  

te l ah  digunakan /d i l a l u i .

5.5 . Bahwa  Pasa l  93A  ayat  (1 )  UU  Kepabeanan  

menyatakan  :  - - - - - - - - - - - - - -

“Orang  yang  berkebera tan  te rhadap  penetapan  

pejaba t  bea  dan  cuka i  se la i n  ta r i f  dan/a tau  ni l a i  

pabean  untuk  pengh i t ungan  bea  masuk  dapat  

mengajukan  kebera tan  secara  te r t u l i s  hanya  kepada  

Di rek tu r  Jendera l  da lam waktu  60 (enam puluh)  har i  

se jak  tangga l  penetapan”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Penje lasan  Pasal  93A  ayat  (1 )  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kebera tan  yang  dia iukan  ya i t u  kebera tan  te rhadap  

penetapan  pejaba t  se la i n  mengenai  ta r i f f  dan/a tau  

ni l a i  pabean,  misa lnya  penetapan .  berupa  

pencabutan  fas i l i t a s  atau  penetapan  sebaga i  ak iba t  

penafs i r an  pera tu ran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

5.6 . Bahwa  Pasa l  95  UU  Kepabeanan  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Orang  yang  berkebera tan  te rhadap  penetapan  

Di rek tu r  Jendera l  atas  ta r i f  dan  ni l a i  pabean  

sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  17  ayat  (2 ) ,  

keputusan  Di rek tu r  Jendera l  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  93  ayat  (2 ) ,  Pasal  93A ayat  (4 )  atau  

Pasal  94  ayat  (2 )  dapat  mengajukan  permohonan  

band ing  kepada  Pengad i l an  Pajak  dalam jangka  waktu  

60  (enam pu luh)  har i  se jak  tangga l  penetapan  atau  

tangga l  keputusan ,  sete lah  pungutan  yang  te ru tang  

di l unas i ”  ;  - - - - - - - -

maka  permohonan  band ing  te rhadap  keputusan  

Di rek tu r  Jendera l  Bea  dan  Cukai  atas  upaya  

admin is t r a t i f  (kebera tan )  sebaga imana  d imaksud  

Pasal  93A ayat  (1 )  UU Kepabeanan  juga  menyatakan  

bahwa  kebera tan  hanya  dapat  d ia jukan  kepada  

Pengad i l an  Pajak  ;  -
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5.7 . Bahwa  Pasa l  3  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  nomor  

217/PMK.04/  2010  ten tang  Kebera tan  di  Bidang  

Kepabeanan  menyatakan  :  - - - - - - - -

(1 ) Orang  dapat  mengajukan  kebera tan  secara  

te r t u l i s  hanya  kepada  Di rek tu r  Jendera l  atas  

penetapan  yang  di l akukan  oleh  Pejaba t  Bea  dan  

Cukai  mengenai  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 a. ta r i f  dan/a tau  ni l a i  pabean  untuk  

pengh i t ungan  bea  masuk  yang  mengak iba tkan  

kekurangan  pembayaran  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -  

b.  se la i n  ta r i f  dan/a tau  ni l a i  pabean  untuk  

pengh i t ungan  bea  masuk,  atau  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

c.  pengenaan  sanks i  admin is t r a s i  berupa  

denda ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(2 ) Orang  yang  mengajukan  kebera tan  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (1 ) ,  (3 )  waj ib  menyerahkan  

jaminan  sebesar  tag ihan  yang  harus  dibayar .  

(3 ) Jaminan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 ) ,  

t i dak  waj ib  dise rahkan  dalam  hal  barang  impor  

be lum  dike lua rkan  dar i  kawasan  pabean  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

5.8 . Bahwa  Objek  gugatan  dalam  perkara  a  quo  ada lah  
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penetapan  pejaba t  bea  dan  cuka i  se la i n  ta r i f  

dan/a tau  n i l a i  pabean,  seh ingga  apab i l a  Penggugat  

merasa  berkebera tan  dengan  sura t  jawaban  dar i  

Tergugat  te r sebu t  maka  yang  bersangku tan  te lah  

dised iakan  sarana  admin is t r a s i  kepabeanan  dan  

sarana  te rsebu t  bers i f a t  impera t i f  /  waj ib  

menggunakan  se lu ruh  upaya  admin is t r a s i  berupa  

Kebera tan  kepada  Di rek tu r  Jendera l  Bea  dan  cuka i  

ser ta  Banding  kepada  Pengadi l an  Pajak  sebaga imana  

yang  te l ah  dised iakan  dalam  UU Kepabeanan  junc to  

Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  217/PMK.04/2010  

ten tang  Kebera tan  di  Bidang  Kepabeanan,  dan  per lu  

di tegaskan  bahwa  sarana  upaya  admin is t r a s i  

te rsebu t  juga  te lah  diaku i  secara  tegas  dan  te l ah  

sesua i  dengan  maksud  yang  d ikehendak i  da lam Pasa l  

48 UU PTUN ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5.9 . Pengad i l an  Pajak  merupakan  kekhususan  dar i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara .  Berdasarkan  

keten tuan  Pasal  25 ayat  (1 )  Undang- Undang Nomor  48  

Tahun  2009  ten tang  Kekuasaan  Kehak iman  dengan  

tegas  d inya takan  bahwa  “Badan  perad i l a n  yang  

berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  mel ipu t i  badan  

perad i l an  dalam  l i ngkungan  Perad i l an  Umum, 

Perad i l an  Agama,  Perad i l an  Mi l i t e r ,  dan  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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5.10 . Bahwa leb ih  lan ju t  d i  da lam Pasa l  27 ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  ten tang  

Kekuasaan  Kehak iman  (un tuk  se lan ju t nya  disebu t  "UU 

Kehak iman" )  dengan  tegas  dinya takan  bahwa 

“Pengad i l an  khusus  hanya  dapat  d iben tuk  dalam 

sa lah  satu  l i ngkungan  perad i l an  yang  berada  di  

bawah  Mahkamah  Agung  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasal  25”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.11 . Selan ju t nya ,  d i  da lam  Penje lasan  Pasa l  27 

ayat  (1 )  UU Kehak iman  d i t egaskan  bahwa  " "Yang  

dimaksud  dengan  “pengad i l an  khusus”  anta ra  la i n  

ada lah  pengad i l an  anak,  pengad i l an  niaga ,  

pengad i l an  hak  asas i  manusia ,  pengad i l an  t i ndak  

pidana  korups i ,  pengad i l an  hubungan  indus t r i a l  dan  

pengad i l an  per i kanan  yang  berada  di  l i ngkungan  

perad i l an  umum, ser ta  pengad i l an  pajak  yang  berada  

di  l i ngkungan  perad i l an  ta ta  usaha  negara"  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.12 . Bahwa  te rka i t  dengan  kekhususan  te rsebu t ,  

juga  te lah  dia tu r  da lam  Pasal  9A  Undang- Undang 

Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  (Untuk  se lan ju t nya  disebu t  “UU PTUN”)  

yang  dengan  tegas  dinya takan  bahwa "D i  l i ngkungan  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dapat  d iadakan  

pengkhususan  yang  d ia tu r  dengan  undang- undang”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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5.13 . Bahwa Pengadi l an  Pajak  ada lah  pengad i l an  yang  

berwenang  untuk  memer iksa  dan  memutus  sengke ta  

pajak .  Hal  te rsebu t  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasal  2  UU Pengadi l an  Pajak ,  yang  dengan  tegas  

dinya takan  bahwa  "Pengad i l an  Pajak  ada lah  

badan/perad i l an  yang  melaksanakan  kekuasaan  

kehak iman  bag i  Waj ib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak  

yang  mencar i  kead i l an  te rhadap  Sengketa   pa jak ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.14 . Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  31  ayat  (1 )  UU 

Pengad i l an  Pajak  dengan  tegas  dinya takan  bahwa 

“Pengad i l an  Pajak  mempunya i  tugas  dan  wewenang  

memer iksa  dan  memutus  Sengketa  Pajak ” .  Dan 

berdasarkan  keten tuan  Pasa l  31  ayat  (3 )  Undang-

Undang  Pengadi l an  Pajak  dengan  tegas  dinya takan  

bahwa  "Pengad i l an  Pajak  da lam  hal  gugatan  

memer iksa  dan  memutus  sengketa  atas  pelaksanaan  

Penagihan  Pajak  atau  keputusan  pembetu lan  atau  

keputusan  la i nnya  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasal  

23  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  

ten tang  Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpa jakan  

sebaga imana  te lah  beberapa  ka l i  d iubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2000  dan  pera tu ran  

perundang- undangan  perpa jakan  yang  ber laku ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.15 . Berdasarkan  ura ian  di  atas ,  maka  te rbuk t i  
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bahwa Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  secara  

hukum t i dak  berwenang  untuk  mengadi l i  perka ra  a 

quo,  karena  Penggugat  be lum  menggunakan  upaya  

admin is t r a t i f  seh ingga  sudah  sepatu tnya  PTUN 

Jakar t a  menyatakan  Gugatan  Penggugat  t i dak  Dapat  

Di te r ima  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

 6.  Ekseps i  Gugatan  Prematur .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

6.1 . Bahwa  pasa l  93A  UU  Kepabeanan  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (1 ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Orang  yang  berkebera tan  te rhadap  penetapan  

pejaba t  bea  dan  cuka i  se la i n  ta r i f  dan/a tau  ni l a i  

pabean  untuk  pengh i t ungan  bea  masuk  dapat  

mengajukan  kebera tan  secara  te r t u l i s  hanya  kepada  

Di rek tu r  Jendera l  da lam waktu  60 (enam puluh)  har i  

se jak  tangga l  penetapan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (4 ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Di rek tu r  Jendera l  memutuskan  kebera tan  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (1 )  da lam jangka  waktu  60 (enam 

Halaman  43  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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puluh  har i )  se jak  di te r imanya  penga juan  

kebera tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.2 . Bahwa Pasa l  95 ayat  (1 )  UU Kepabeanan  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Orang  yang  berkebera tan  te rhadap  penetapan  

Di rek tu r  Jendera l  atas  ta r i f  dan  ni l a i  pabean  

sebaga imana  dimaksud  da lam Pasa l  17  ayat  (2 )  atau  

keputusan  Di rek tu r  Jendera l  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  93  ayat  (2 )  atau  pasa l  94  ayat  (2 )  

dapat  mengajukan  permohonan  band ing  hanya  kepada  

badan  Perad i l an  Pajak  da lam  jangka  waktu  enam 

puluh  har i  se jak  tangga l  penetapan  atau  tangga l  

keputusan ,  sete lah  Bea  Masuk  yang  te ru tang  

di l unas i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.3 . Bahwa  Pasa l  48  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

diubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  51 

Tahun 2009 (UU PTUN) menyatakan  :  - -

Ayat  (1 ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dalam  hal  suatu  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara  dibe r i  wewenang  oleh  atau  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  untuk  menyelesa i kan  

secara  admin is t r a t i f  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  

te r t en t u ,  maka  bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  atau  
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tanpa  dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  

dan/admin i s t r a t i f  yang te rsed ia  ;  - - - - - - - - - - - -

Ayat  (2 ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengad i l an  baru  berwenang  memer iksa ,  memutus ,  dan  

menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  dimaksud  da lam  ayat  (1 )  j i k a  se lu ruh  

upaya  admin is t r a t i f  yang  bersangku tan  te l ah  

digunakan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.4 . Bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  

menunjukkan  dan  membukt i kan  bahwa Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  baru  berwenang  memer iksa ,  memutus ,  

dan  menyelesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  j i k a  

se lu ruh  upaya  admin is t r a t i f  yang  bersangku tan  

te l ah  digunakan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5 .  Bahwa upaya  admin is t r a t i f  yang  dimaksud  pada  

angka  4  (empat )  adalah  upaya  mengajukan  band ing  

hanya  mela lu i  Pengad i l an     Pajak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.6 . bahwa  dalam  perkara  a  quo,  Penggugat  belum 

mengajukan  band ing  kepada  Pengad i l an  Pajak  sebaga i  

Pengad i l an  yang  berwenang  menyelesa i kan  sengketa  

pajak  seh ingga  oleh  karena  te l ah  dinya takan  dengan  

Halaman  45  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tegas  bahwa upaya  band ing  hanya  mela lu i  Pengad i l an  

Pajak ,  maka  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  nyata -

nyata  t i dak  berwenang  dalam  mengadi l i  perkara  a 

quo ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

6.7 . Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas  maka t i ndakan  

Penggugat  mengajukan  gugatan  te rhadap  objek  

gugatan  mela lu i  PTUN Jakar ta  te l ah  menyebabkan  

Gugatan  te rsebu t  Prematu r  karena  PTUN Jakar ta  baru  

berwenang  memer iksa ,  mengadi l i ,  dan  memutus  

sengketa  te rsebu t  apab i l a  se lu ruh  upaya  

admin is t r a t i f  te rka i t  sengke ta  dimaksud  te lah  

digunakan ,  seh ingga  sudah  sepatu tnya  PTUN Jakar ta  

menyatakan  Gugatan  Penggugat  Tidak  Dapat   Di te r ima  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 6.8  Bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  

te rbuk t i  dan  t i dak  te rban tahkan  lag i  bahwa 

sengketa  a  quo  ada lah  sengketa  di  b idang  

perpa jakan  seh ingga  kewenangan  mengadi l i  

(kompetens i  abso lu te )  ada  pada  Pengad i l an  Pajak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

DALAM POKOK PERKARA

1.  Bahwa Terguga t  menolak  se lu ruh  dal i l  Penggugat ,  kecua l i  

te rhadap  hal - ha l  yang  diaku i  secara  tegas  

kebenarannya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2.  Bahwa  sega la  yang  te lah  diu ra i kan  sebe lumnya  da lam 

Ekseps i  merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dar i  ura ian - ura ian  dalam  pokok  perkara  d i  bawah  in i ,  

seh ingga  hal - ha l  yang  te l ah  disampaikan  dalam  Ekseps i  

d ianggap  te l ah  te rmuat  kembal i  d i  da lam jawaban  pokok  

perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Bahwa sebe lum Tergugat  membantah  da l i l - da l i l  Penggugat  

yang  t i dak  berdasar ,  ber i ku t  in i  Tergugat  je l askan  

krono log i s  perkara  a  quo  secara  s ingka t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Bahwa  PT  Sukses  Grahat i ka  mengimpor  barang  

mela lu i  pe labuhan  Tanjung  pr iok ,  dengan  data  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1 . Shipper : Al l  Best  Express  PTE,  

LTD – Singapore  ;  - - - - - - - -

MASTER/B/L : CEL/JK2/367226  tangga l  13- 05- 2011 ;  

- - - - - - - - - - -

BC.1 .1 : 002063  pos  0151  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konta ine r : EOLU4969555/40 ’  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ura ian  barang : 1.319  package  of  Spare  Par t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Tangga l  t i ba : 14  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pos is i : TPS  MAL  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2 . Shipper : ALL  Best  Express  PTE,  

LTD – Singapore  ;  - - - - - -

MASTER B/L : TALJK7892/11  tangga l  19- 05- 2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

BC.  1.1 . : 002160  pos  009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konta ine r : EOLU4963048/FCL/40 ’  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ura ian  barang : 252  package  of  Spare  Par t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tangga l  t i ba : 20  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pos is i : TPS  JICT  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Bahwa  pada  tangga l  23  Mei  2011,  PT.  Sukses  

Grahat i ka  (Penggugat )  te l ah  melakukan  pembayaran  Bea 

Masuk  dan  Pajak  Dalam Rangka  lmpor  atas  barang  yang  

di impornya  te rsebu t  yang  te rcan tum pada  BC 1.1  Nomor  

002,160  pos  009,  dan  yang  bersangku tan  juga  te l ah  

mengajukan  PIB  (secara  elek t r on i k  mela lu i  s is tem  

PDE)  dengan  aju  pendaf ta ran  Nomor:  000000- 005318-

20110523- 016518tangga l  23  Mei  2011  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c .  Bahwa  atas  pendaf t a r an  te rsebu t  d i  atas ,  

Penggugat  mendapatkan  Nomor  Pember i t ahuan  lmpor  

Barang  (P lB )  Nomor.  186732  tangga l  23  Mei  2011  

dengan  par ta i  barang  yang  dibe r i t a hukan  berupa  spare  

par t s ,  d ikemas  dalam  252  package  dalam  1  (sa tu )  

konta ine r  40  fee t  nomor  EOLU4963048  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d.  Bahwa  pada  tangga l  24  Mei  2011,  PT.  Sukses  

Grahat i ka  (Penggugat )  te l ah  melakukan  pembayaran  Bea 

Masuk  dan  Pajak  Dalam Rangka  lmpor  atas  barang  yang  

di impornya  te rsebu t  yang  te rcan tum  pada  atas  BC 1.1  

Nomor  002063  pos  0151  dan  yang  bersangku tan  juga  

te l ah  mengajukan  PIB  (secara  elek t r on i k  mela lu i  

s is t em  PDE)  dengan  aju  pendaf t a r an  nomor  :  000000-

005318- 20110523- 016506  tangga l  23  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Bahwa atas  pendaf t a r an  te rsebu t  d i  atas ,  Pengggugat  

te l ah  mendapatkan  Nomor  Pember i t ahuan  lmpor  Barang  

(P lB )  Nomor  189525  tangga l  25  Mei  2011,  dengan  

par ta i  barang  yang  diber i t a hukan  berupa  spare  par t s ,  

d ikemas  dalam 1.319  package  dalam 1 (sa tu )  konta ine r  

40  fee t  nomor  EOLU4969555  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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f . Bahwa  PT.  Sukses  Grahat i ka  ada lah  impor t i r  dengan  

kategor i  h igh  r i sk  oleh  karenanya  pada  tangga l  23  

Mei  2011 untuk  barang  yang  te rda f t a r  dalam PlB  Nomor  

:  186732  dan  pada  tangga l  25  Mei  2011  untuk  barang  

yang  te rda f t a r  da lam  PIB  Nomor  :  189525  te lah  

mendapatkan  Sura t  Pember i t ahuan  Ja lu r  Merah  (SPJM).  

Hal  in i  sesua i  dengan  pengatu ran  yang  te rdapa t  

pada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1)  Pasal  7  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  :  

144/PMK.04/2007  ten tang  Penge lua ran  Barang  lmpor  

Untuk  Dipaka i  yang  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (1 )  :  Barang  impor  dapat  d ike lua rkan  dar i  

kawasan  pabean  atau  dar i  tempat  la i n  yang  

dipe r l a kukan  sama  dengan  TPS,  sete tah  dibe r i k an  

perse tu j uan  penge lua ran  barang  oleh  pejaba t  bea  

dan  cuka i  atau  s is t em  compute r  pe layanan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (2 )  :  Sebelum  diber i kan  perse tu j uan  

penge lua ran  barang  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  

(1 ) ,  pe jaba t  bea  dan  cuka i  melakukan  pemer iksaan  

pabean secara  se lek t i f  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2)  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Bea  dan  Cukai  

Nomor  :  P- 42/BC/2009  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  
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Pengeruaran  Barang  lmpor  Untuk  Dipaka i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a)  Pasal  13 :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (1 )  yang  menyatakan  “Terhadap  Barang  Impor  

yang  te tah  dia jukan  PIB  di l akukan  pemer iksaan  

pabean  secara  se lek t i f  berdasarkan  manajemen 

r i s i k o ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (2 )  yang  menyatakan  “Pemer i ksaan  pabean  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  mel ipu t i  

pene l i t i a n  dokumen  dan  pemer iksaan  f i s i k  

barang”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

b)  Pasal  14  yang  menyatakan  “Da lam  rangka  

pemer iksaan  pabean  secara  se lek t i f  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  13  ayat  (1 ) ,  d i te t apkan  

ja l u r  penge lua ran  Barang  lmpor  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c)  Pasal  15  ayat  (1 )  huru f  a  yang  

menyatakan  :  Ja lu r  Penge lua ran  Barang  lmpor  

sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  14  ada lah  

sebaga i  ber i ku t ;  a.  Ja lu r  Merah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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g. Bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka 

Tergugat  melakukan  penyege lan  dengan  BA-

CTT147/KPU.01 /BD.0903 /2011  tangga l  25  Mei  2011  dan  

BA-CTT- 1889/KPU.01 /BD.0903 /2011  tangga l  25  Mei  2011  

dalam  rangka  pengamanan  te rhadap  barang- barang  yang  

diawas i  ;  - - - -

h.  Bahwa  pada  tangga l  26  Mei  2011,  PT  Sukses  

Grahat i ka  dengan  sura t  Nomor  :  468/SGH/V/2011  

mengajukan  permohonan  reekspor  dengan  a lasan  adanya  

kesa lahan  peng i r iman  barang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i .  Pada  tangga l  06  Jun i  2011  Tergugat  mengi r imkan  

Sura t  Panggi l an  Nomor  :  09/KPU.01 /BD.0902 /2011  

tangga l  06  Jun i  2001  kepada  Pimpinan  PT.  Sukses  

Grahat i ka  untuk  had i r  pada  tangga l  09  Jun i  2011  

puku l  14.00  guna  mendapatkan  in f o rmas i  yanq  

komprehens i f  ten tang  impor tas i  yang  di l akukan  oleh  

Penggugat  dan  Sura t  Panggi l an  te rsebu t  te l ah  

di te r ima  oleh  pegawainya  (  Sdr .  Di l l ah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

j  Bahwa  atas  pemanggi l an  te rsebu t  d i  atas ,  pada  

tangga l  09  Jun i  2011  Penggugat  t i dak  had i r  tanpa  

kete rangan  seh ingga  Tergugat  t i dak  dapat  melakukan  

konf i rmas i  sehubungan  dengan  permohonan  re - ekspor  

atas  barang  impor  yanq  te rmuat  da lam  konta ine r  

EOLU4963048/40 ’  dan  No.  EOLU4969555/40 '  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
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k. Bahwa berdasarkan  fak ta  te rsebu t  d i  atas ,  maka pada  

tangga l  10  Jun i  2011  Tergugat  member ikan  

jawaban/ t anggapan  atas  sura t  Penggugat  Nomor  :  

468/SGH/V/2011  dengan  Sura t  Tergugat  Nomor  :  

S- 606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  10 Jun i  2011  per iha l  

Permohonan  Reekspor  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  

menolak  permohonan  reekspor  dar i  Penggugat  dengan  

alasan  bahwa :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Alasan  reekspor  karena  sa lah  k i r im  t i dak  dapat  

d ikon f i rmas i kan  kepada  yang  bersangku tan  karena  

belum  memenuhi  pangg i l an  sura t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2)  Terhadap  impor tas i  te rsebu t  d iduga  te rdapa t  

barang  la i n  yang  t i dak  dibe r i t a hukan  dalam 

Pember i t ahuan  lmpor  Barang  dan  te l ah  di l akukan  

penyege lan  atas  konta i ne r  Nomor  :  E0LU4969555  

(40 ’ )  dengan   Ber i t a   Acara   Nomor  :  BA-CTT-

147/KPU.01 /BD.0903 /2011  

tangga l  25  Mei  2011  dan  conta ine r  Nomor  :  

E0LU4963048  (40 ’ )  dengan  Ber i t a  Acara  Nomor  :  BA-

CTT- 147/KPU.01 /BD.0904 /2011  tangga t  25  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

l . Bahwa  atas  sura t  Nomor  S- 606/KPU.01 /BD.05 /210  

tangga l  10 Jun i  2011 dar i  Tergugat  te rsebu t  d i  atas ,  

Penggugat  t i dak  member ikan  konf i rmas i  maupun 

tanggapan,  namun  Penggugat  jus t r u  mengi r imkan  

Halaman  53  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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kembal i  sura t  kepada  Tergugat  dengan  Sura t  No.  

0144/SG/PRM/VI /2011  tangga l  15  Jun i  2011  per iha l  

permohonan  penundaan  pemer iksaan  jaba tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

m. Bahwa  atas  Sura t  Tergugat  Nomor  :  S-

606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  10  Jun i  2011  per iha l  

Permohonan  Reekspor ,  Penggugat  mengajukan  gugatan  ke  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  ;  - - - - - -

4. Bahwa Tergugat  membantah  dan menolak  secara  tegas  dal i l  

Penggugat  pada  angka  2  halaman  2  yang  menyatakan  pada  

in t i n ya  “Penggugat  merasa  d i rug i kan  dengan  adanya  sura t  

ob jek  sengketa  yang  di t e rb i t k an  oleh  Tergugat  yang pada  

in t i n ya  menolak  permohonan  reekspor  Penggugat .  Oleh  

karena  i t u  Penggugat  mengajukan  gugatan  a  quo  sesua i  

dengan  Keten tuan  Pasa l  53 ayat  (1 )  UU No.  9 Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  atas  UU No.  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  yang  menyebutkan  . . . .  

”ka rena  dal i l  te rsebu t  sangat  mengada- ada  dan  t i dak  

berdasar  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Bahwa bantahan  Tergugat  te rhadap  da l i l  Penggugat  pada  

angka  2  halaman  2  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Bahwa  t i ndakan  Terguga t  menerb i t kan  objek  gugatan  

berdasarkan  Pasal  25  ayat  (1 )  Pera tu ran  Di rek tu r  

Jendera l  Bea dan  Cukai  Nomor  :  P- 21/BC/2007  ten tang  

Petun juk  Pelaksanaan  Tata laksana  Kepabeanan  Di  
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Bidang  lmpor  Pada Kantor  Pelayanan  Utama Bea Dan 

Cukai  Tanjung  Pr iok  sebaga imana  diubah  dengan  

Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Bea dan Cukai  Nomor  :  P-

25/BC/2007  (Perd i r j e n  Tata laksana  lmpor )  yang  

menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Terhadap  barang  impor  yang  masih  berada  di  da lam 

Kawasan  Pabean  dapat  d iekspor  kembal i  apab i l a  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1)  t i dak  sesua i  pesanan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

2)  t i dak  boleh  di impor  karena  adanya  perubahan  

pera tu ran  ;  - - - - - - - - - - - - -

3)  sa lah  k i r im  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4)  rusak ;  atau  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5)  t i dak  dapat  memenuhi  persyara tan  impor  dar i  

ins tans i  tekn i s  ;  - - - - - - -

b.  Bahwa Penggugat  di  da lam sura t  Penggugat  Nomor  

468/SGH/V/2011  tangga l  26  Mei  2011  dan  di  da lam 

gugatannya  mendal i l k an  bahwa  permohonan  reekspor  

Halaman  55  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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di l akukan  karena  a lasan  sa lah  k i r im ,  namun Penggugat  

sampai  dengan  saat  in i  t i dak  dapat  membukt i kan  bahwa 

te r j ad i  kesa lahan  k i r im  barang  yang  di impor .  Hal  in i  

d ipe rkua t  dengan  t i ndakan  Penggugat  yang  belum 

memenuhi  pangg i l an  sura t  dar i  Terguga t  Nomor  :  

09/KPU.01/BD.09021 /011  tangga l  06  Jun i  2001  untuk  

member ikan  konf i rmas i  dan  kete rangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c.  Bahwa berdasarkan  data  dan fak ta  hukum te rsebu t  

d i  atas ,  te rbuk t i  dan  t i dak  te rban tahkan  j i ka  

t i ndakan  Tergugat  yang  menolak  permohonan  reekspor  

sudah  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

seh ingga  dal i l  Penggugat  yang  merasa  d i rug i kan  

sangat  t i dak  berdasar  dan  mengada- ada  karena  

kerug ian  te rsebu t  t imbu l  karena  t i ndakan  dar i  

Penggugat  send i r i  yang  t i dak  dapat  memenuhi  

persya ra tan  melakukan  reekspor  sebaga imana  te rdapa t  

pada pasa l  25 ayat  (1 )  Perd i r j e n  Tata laksana  lmpor  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa Tergugat  membantah  dan menolak  secara  tegas  dal i l  

Penggugat  pada  angka  4 dan angka  5 ha laman 3 yang  pada  

in t i n ya  menyatakan   bahwa  te rhadap  pemenuhan  unsur -

unsur  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebaga i  

d imaksud  dalam  Keten tuan  Pasal  1  angka  9  UU No.  51  

Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua atas  UU No.  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  dapat  

Penggugat  sampaikan  sebaga i  ber i ku t  :  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d.  Sura t  ob jek  sengke ta  te rsebu t  te l ah  bers i f a t  

konkre t  karena  sura t  te rsebu t  je l as  mengandung  

peno lakan  atas  permohonan  re- ekspor  yang  d ia j ukan  

oleh  Penggugat ,  te l ah  bers i f a t  ind i v i dua l  karena  

peno lakan  te rsebu t  d i t u j u kan  hanya  atas  permohonan  

Penggugat ,  ser ta  bers i f a t  f i na l  karena  sura t  

te rsebu t  sudah  def i n i t i f  dan  t i dak  memer lukan  

perse tu j uan  dar i  atasan  Tergugat  maupun  ins tans i  

la i n  ;  -

e. Sura t  ob jek  sengke ta  te rsebu t  menimbulkan  ak iba t  

hukum  bag i  Penggugat  karena  menimbulkan  kerug ian  

baik  secara  mater i i l  maupun  imate r i i l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

karena  da l i l  te rsebu t  d i  atas  sangat  mengada- ada  dan  

t i dak  berdasar  ;  - - - - -

7. Bahwa bantahan  Tergugat  te rhadap  dal i l  Penggugat  pada  

angka  4 dan angka  5 halaman 3 adalah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  ob jek  gugatan  berupa  sura t  Tergugat  Nomor:  S-

606/KPU.01 /BD.052010  tangga l  10  Jun i  2011  per iha l  

Permohonan  Reekspor  hanya  merupakan  sura t  

tanggapan / j awaban  dar i  Tergugat  te rhadap  sura t  

Penggugat  Nomor  :  468/SGH/V/2011  tangga l  26  Mei  

2011  ;  

Halaman  57  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Bahwa di  da lam  buku  “Usaha  Memahami  Undang- Undang 

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  Buku I  Beberapa  

Penger t i an  Dasar  Hukum Tata  Usaha Negara” ,  penerb i t  

Pustaka  Sinar  Harapan  cetakan  ketu juh    September  

2000,    ha laman   173,    yang    pada    pokoknya  

dinya takan  bahwa Keputusan  peno lakan  te rhadap  suatu  

permohonan  yang  memang t i dak  memenuhi  syara t - syara t  

yang  di t en tukan  merupakan  keputusan  yang  te rmasuk  

ke  da lam  ke lompok  keputusan  yang  belum  menimbulkan  

ak iba t  hukum secara  def i n i t i f  dan  bers i f a t  t i dak  

f i na l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum  te rsebu t  d i  atas ,  

te rbuk t i  dan  t i dak  te rban tahkan  j i ka  ob jek  gugatan  

pada  perkara  a  quo  t i dak  bers i f a t   f i na l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  Tergugat  membantah  dan  menolak  secara  tegas  

dal i l  Penggugat  pada  angka  9 halaman 5 yang  menyatakan  

pada  in t i n ya  “bahwa  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  berupa  sura t  No.  S-

606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  10  Jun i  Per iha l  :  

Permohonan  Reekspor  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam 

perkara          a quo,  je l as  merupakan  suatu  t i ndakan  

yang  melanggar  keten tuan  perundang  yang  ber laku  
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khususnya  Pasal  25  ayat  (1 )  dan  Cukai  Jo.  No.  P-

21/BC/2007  ten tang  Perubahan  atas  Pera tu ran  Di r j en  Bea 

dan  Cukai  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  Tata laksana  

Kepabeanan  d i  Bidang  Impor  pada  Kantor  Pelayanan  Utama 

Bea  dan  Cukai  Tanjung  Pr iok ”  karena  da l i l  te rsebu t  

sangat  mengada- ada  dan  menunjukkan  bahwa  Penggugat  

t i dak  menger t i  akan  aturan  kepabeanan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa bantahan  Tergugat  te rhadap  dal i l  Penggugat  pada  

angka  9  halaman  5  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Pasa l  25  ayat  (1 )  Perd i r j e n  Tata laksana  Impor  

menyatakan  :  - - - - - - - - - - - -

Terhadap  barang  impor  yang  masih  berada  di  da lam 

Kawasan  pabean  dapat  d iekspor  kembal i  apab i l a  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1)  t i dak  sesua i  pesanan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  

2)  t i dak  boleh  di impor  karena  adanya  perubahan  

pera tu ran  ;  - - - - - - - - - - -  

3)  sa lah  k i r im  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4)  rusak ;  atau  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5)  t i dak  dapat  memenuhi  persyara tan  impor  dar i  

ins tans i  tekn i s  ;  - - - - -  

b. Bahwa  dida lam  gugatan  Penggugat ,  Penggugat  t i dak  

dapat  menunjukkan  j i k a  t i ndakan  Tergugat  

menerb i t kan  sura t  No.  S- 606/  KPU.01/BD.05 /2010  

tangga l  10  Jun i  Per iha l  :  Permohonan  Re- ekspor  

ber ten tangan  dengan  pasa l  25  Perd i r j e n  Tata laksana  

lmpor  seh ingga  da l i l  Pengggugat  sangat  mengada- ada  

dan t i dak  berdasar  hukum ;  - - - -  

c . Tindakan  Tergugat  menerb i t kan  sura t  No.  S-

606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  10  Jun i  Per iha l :  

Permohonan  Re- ekspor  jus t r u  mengacu  pada  keten tuan  

pada  Pasal  25  ayat  (1 )  Perd i r j e n  Tata laksana  Impor  

karena  Penggugat  t i dak  dapat  membukt i kan  adanya  

kesa lahan  k i r im  pada  barang  yang  di impor  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

d.  Bahwa  kata  “dapa t ”  pada  Pasa l  25  ayat  (1 )  

Perd i r j e n  Tata laksana  Impor  te rsebu t  d i  atas  

s i f a t nya  ada lah  faku l t a t i f  yang  bera r t i  j i ka  

Pejaba t  Bea  dan  Cukai  menganggap  impor t i r  t i dak  

memenuhi  syara t  untuk  dibe r i kan  perse tu j uan  

reekspor ,  maka permohonan  reekspor  dapat  d i to l ak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e.  Bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  
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maka  te rbuk t i  dan  t i dak  te rban tahkan  lag i  j i ka  

sura t  No.S- 606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  10  Jun i  

Per iha l  :  Permohonan  Reekspor  sudah  sesua i  dengan  

Perd i r j e n  Tata laksana  Impor  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

10.  Bahwa Tergugat  membantah  dan  menolak  secara  tegas  

dal i l  Penggugat  pada  angka  11  huru f  a  yang  menyatakan  

pada  in t i n ya  "Ayat  (1 )  Pasal  25  Pera tu ran  Di rek tu r  

Jendera l  Bea  dan  Cukai  No.P- 25/BC/2007  jo  

P- 21/BC/2007  menyatakan  sa lah  satu  syara t  untuk  

mengajukan  reekspor  adalah  apab i l a  barang  te rsebu t  

SALAH KIRIM.  Bahwa dengan  adanya  sta tement  le t t e r  dar i  

p ihak  peng i r im  (da lam  hal  in i  PT Albes t  Express  Pte  

Ltd )  yang  menyatakan  te lah  te r j ad i  kesa lahan  

peng i r iman  atas  dua  pet i  kemas dengan  No.  EOLU 4969555  

dan  No.  EOLU  4963048  yang  dia jukan  permohonan  

reekspornya  oleh  Penggugat ,  maka  je l as  permohonan  

reekspor  yang  dia jukan  Penggugat  sangat  bera lasan  

hukum"  karena  dal i l  Penggugat  te rsebu t  sangat  

ber ten tangan  dengan fak ta  hukum  yang   ada ;  

11.  Bahwa bantahan  Tergugat  te rhadap  da l i l  Penggugat  

pada  angka  11  huru f  a  adalah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

a. Pada  tangga l  14  Mei  2011,  Penggugat  mengajukan  BC 

1.1  Nomor  :  002063  kepada  Tergugat  dengan  barang  

Halaman  61  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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yang  te rdapa t  pada  konta ine r  Nomor  :  EOLU 4969555  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

b. Pada  tangga l  20  Mei  2011,  Penggugat  mengajukan  BC 

1.1  Nomor  :  002160  kepada  Tergugat  dengan  barang  

yang  te rdapa t  pada  konta ine r  Nomor  :  EOLU 4963048  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

c. Pada  tangga l  23  Mei  2011,  Pengggugat  melakukan  

pembayaran  Bea  Masuk  dan  Pajak  Dalam  Rangka  lmpor  

mela lu i  SSPCP sebesar         Rp.  10.667 .000 ,00  

(Sepu luh  ju ta  enam  ra tus  enam  puluh  tu j uh  r ibu  

rup iah )  dan  Rp.  85.351 .000 ,00  (de lapan  puluh  l ima  

ju ta  t i ga  ra tus  l ima  puluh  satu  r i bu  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -  

d. Bahwa  pada  tangga l  24  Mei  2011,  Penggugat  mengaku  

mener ima  sta tement  le t t e r  dar i  p ihak  peng i r im  (PT  

Albes t  Express  Pte  Ltd )  yang  menyatakan  te l ah  

te r j ad i  kesa lahan  peng i r iman  barang  pada  barang  yang  

te rdapa t  pada  konta ine r  Nomor  :  EOLU4969555  dan  

konta ine r  Nomor  :  EOLU4963048  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

e. Bahwa anda ika ta  benar  (quad  noon)  maka ja rak  anta ra  

Penggugat  mengajukan  BC 1.1  Nomor  :  002063  tangga l  
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14  Mei  2011  dengan  sta tement  le t t e r  dar i  p ihak  

peng i r im  ada lah  10  har i ,  dan  ja rak  anta ra  Penggugat  

mengajukan  BC 1.1  Nomor  :  002160  tangga l  20 Mei  2011  

dengan  sta tement  le t t e r  dar i  p ihak  peng i r im  ada lah  4 

har i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Jangka  waktu  anta ra  penga juan  BC  1.1  dengan  

sta tement  le t t e r  sebaga imana  dimaksud  pada  huru f  e 

te rsebu t  d i  atas  t i dak  wajar  karena  j i ka  memang 

te r j ad i  kesa lahan  peng i r iman ,  maka  jangka  waktu  

pember i t ahuan  dar i  p ihak  peng i r im  ten tunya  t i dak  

membutuhkan  waktu  yang  lama.  Hal  in i  d ipe rkua t  

dengan  t i ndakan  Penggugat  yang  te lah  membayar  Bea 

Masuk  dan  PDRI  pada  tangga l  24  Mei  2011  di  mana hal  

te rsebu t  membukt i kan  bahwa  Penggugat  sebe lum 

melakukan  pembayaran  ten tu  sudah  yak in  j i k a  barang  

yang  dik i r im  sudah  sesua i  yang  dipesan  pada  PT 

Albes t  Express  Pte  Ltd  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g. Bahwa  pada  tangga l  09  Jun i  puku l  14.00  WlB,  

Penggugat  t i dak  had i r  atas  pangg i l an  dar i  Tergugat  

berdasarkan  sura t  pangg i l an  Nomor  :  

09/KPU.01/BD.0902 /2011  tangga l  06 Jun i  2011,  padaha l  

pangg i l an  te rsebu t  untuk  mendapatkan  in f o rmas i  dan  

k la r i f i k a s i  te rka i t  kesa lahan  peng i r iman  barang  dar i  

Penggugat ,  te rmasuk  k la r i f i k a s i  ten tang  sta tement  

le t t e r  dar i  PT Albes t  Express  Pte  Ltd .  Bahwa dengan  

t i dak  had i rnya  Penggugat ,  maka Terguga t  t i dak  dapat  

meyak in i  kebenaran  dar i  data  yang  disampaikan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -
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h. Bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka 

te rbuk t i  dan  t i dak  te rban tahkan  j i ka  t i ndakan  

Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Nomor  :          S-

606/KPU.01 /BD.05 /2010  sudah  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  dan  dal i l  Penggugat  sangat  t i dak  

berdasar  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa Tergugat  membantah  dan menolak  secara  tegas  dal i l  

Penggugat  pada  angka  11  huru f  b,  c ,  dan  d  yang  

menyatakan  pada  in t i n ya  “ka rena  belum pernah  di l akukan  

pemer iksaan  f i s i k  barang ,  maka  alasan  peno lakan  

reekspor  yang  dican tumkan  Terguga t  da lam  sura t  obyek  

sengketa  dengan  send i r i n ya  menjad i  t i dak  sah  dan  t i dak  

dapat  memenuhi  keten tuan  yang  te rdapa t  pada  Perd i r j e n  

Nomor  :   25/BC/2007  jo  P- 21/8C/2007”  karena  da l i l  

te rsebu t  sangat  mengada- ada  dan  t i dak  sesua i  dengan  

fak ta  hukum  yang  ada  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.  Bahwa bantahan  Tergugat  te rhadap  da l i l  Penggugat  

pada  angka  11  huru f  b,  c,  dan  d  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1)  Bahwa  pada  tangga l  14  Jun i  2011  Tergugat  

mengi r im  sura t  Nomor  :   S- 618/KPU.01 /BD.05 /2011  

per i ha l  :  Pember i t ahuan  pemer iksaan  jaba tan  kepada  

Penggugat  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  Terguga t  akan  

melaksanakan  pemer iksaan  jaba tan  karena  sampai  pada  
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tangga l  14  Jun i  2011  Penggugat  be lum  mempers iapkan  

barang  pada  PIB  Nomor  :  186732  (kon ta i ne r  Nomor  :  

EOLU496663048)  dan PIB  Nomor  189525  (kon ta i ne r  Nomor  

:  EOLU49695S5)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2)  Bahwa  tangga l  27  Jun i  Penggugat  mengi r imkan  

sura t  Nomor  :  147/SG/PRM/V/2011  per iha l  

Pember i t ahuan  untuk  t i dak  di l akukan  pemer iksaan  

f i s i k  barang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

3)  Bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  

fak ta  hukum  yang  te r j ad i  adalah  dar i  p ihak  

Penggugat l ah  yang  belum  menyatakan  kes iapan  untuk  

di l akukan  pemer iksaan  f i s i k  seh ingga  sampai  saat  in i  

be lum  di l akukan  pemer iksaan  jaba tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bahwa Tergugat  membantah  dan menolak  secara  tegas  dal i l  

Penggugat  pada  angka  11  huru f  f  yang  menyatakan  pada  

in t i n ya  “ . . . . .  Penggugat  merasa  t i dak  pernah  seka l i pun  

mener ima  sura t  pangg i l an  da lam  rangka  ko i f i rmas i  atas  

permohonan  reekspor  dar i  Tergugat ”  karena  dal i l  

te rsebu t  sangat  mengada- ada  dan  t i dak  sesua i  dengan  

fak ta  hukum yang  te r j ad i  ;  -

15.  Bahwa bantahan  Tergugat  te rhadap  da l i l  Penggugat  

pada  angka  11  huru f  f  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

1) Bahwa pada  tangga l  06 Jun i  2009  Tergugat  mengi r imkan  
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sura t  pangg i l an  Nomor  :  09/KPU.01 /BD.0902 /2011  

tangga l  06  Jun i  2001  kepada  Pimpinan  PT.  Sukses  

Grahat i ka  untuk  had i r  pada  tangga l  09  Jun i  2011  

puku l  14.00  guna  mendapatkan  in f o rmas i  yang  

komprehens i f  ten tang  impor tas i  yang  di l akukan  oleh  

Penggugat  dan  Sura t  Panggi l an  te rsebu t  te l ah  

di te r ima  oleh  pegawainya  (  Sdr .  Di l l ah )  ;  

2) Bahwa  atas  pemanggi l an  te rsebu t  d i  atas ,  pada  

tangga l  09  Jun i  2011  Penggugat  t i dak  had i r  tanpa  

kete rangan  atas  pemanggi l an  te rsebu t  seh ingga  

Tergugat  t i dak  dapat  melakukan  konf i rmas i  leb ih  

lan ju t  atas  impor tas i  barang  yang  d i l akukan  oleh  

Penggugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) Bahwa berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  te rbuk t i  

dan  t i dak  te rban tahkan  lag i  j i k a  Tergugat  sudah  

member ikan  kesempatan  bag i  Pengugat  untuk  melakukan  

konf i rmas i ,  namun  Penggugat  t i dak  mempergunakan  

kesempatan  te rsebu t  dengan  ba ik  untuk  melakukan  

konf i rmas i  kepada  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

16.  Bahwa Terguga t  membantah  dan  menolak  secara  tegas  

dal i l  Penggugat  pada  angka  11  huru f  g,  h,  i ,  j ,  dan  k  

yang  menyatakan  pada  in t i n ya  “ , . . t i n d akan  Tergugat  

melakukan  penyege lan  pada  tangga l  25  Mei  2011  ada lah  

sewenang- wenang  dan  tanpa  di l andas i  dasar  hukum yang  

ada…”  karena  da l i l  te rsebu t  sangat  mengada- ada  dan  

jus t r u  Penggugat  yang  t i dak  memahami  atu ran  kepabeanan  
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yang  ada ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.  Bahwa bantahan  Tergugat  te rhadap  da l i l  Penggugat  

pada  angka  11  huru f  g,  h,  i ,  j ,  dan  k  adalah  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1)  Bahwa  Pasa l  78  UU  Kepabeanan  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Terhadap  barang  impor  yang  belum  d ise lesa i kan  

kewaj i ban  kepabeanannya  dan  barang  ekspor  atau  

barang  la i n  yang  harus  diawas i  menuru t  undang- undang  

yang  in i  berada  d i  sarana  pengangkut ,  tempat  

pen imbunan  atau  tempat  la i n  Pejaba t  Bea  dan  Cukai  

berwenang  untuk  mengunc i ,  menyege l ,  dan/a tau  

meleka tkan  tanda  pengaman  yang  dipe r l u kan ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Bahwa Pasa l  2  ayat  (3 )  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  

Bea  dan  Cukai  Nomor  :  P- 26/BC/2010  ten tang  Bentuk ,  

Warna,  Ukuran  Segel  dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai  

dan  Tata  Cara  Penyege lan  (Perd i r j e n  Penyege lan )  

menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Penyege lan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  dan  

ayat  (2 )  d i l akukan  dalam  rangka  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

a.  pen indakan ,  peny id i kan ,  aud i t ,  peny i t aan  
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dalam  rangka  penag ihan  pajak  dengan  sura t  paksa ,  

atau  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  pengamanan  te rhadap  barang  yang  belum 

dise lesa i kan  kewaj i ban  pabean  dan/a tau  cuka inya  

atau  barang  la i n  yang  harus  diawas i  ;  - - -

3) Bahwa berdasarkan  Pasa l  78 UU Kepabeanan  dan Pasa l  2  

ayat  (3 )  Perd i r j e n  Penyege lan  te rsebu t  d i  atas  

menunjukkan  dan  membukt i kan  bahwa  Bea  dan  Cukai  

berwenang  melakukan  t i ndakan  pengamanan  dan  

penyege lan  da lam  rangka  pengamanan  te rhadap  barang  

yang  belum  dise lesa i kan  kewaj i ban  pabean  dan/a tau  

cuka inya  atau  barang  la i n  yang  harus  diawas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

4)  Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  te rbuk t i  

dan  t i dak  te rban tahkan  lag i  j i k a  Tergugat  memi l i k i  

kewenangan  untuk  melakukan  penyege lan  te rhadap  

barang  impor  mi l i k  Penggugat  tanpa  menunggu  batas  

waktu  pemer iksaan  f i s i k  karena  t i ndakan  penyege lan  

yang  di l akukan  oleh  Tergugat  da lam rangka  pengamanan  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.  Bahwa Tergugat  menolak  dan  membantah  secara  tegas  

dal i l  Penggugat  pada angka  11 huru f  I  dan angka  12 yang  

menyatakan  pada  in t i n ya            “ te rdapa t  ha l - ha l  

yang  menunjukkan  ket i dakce rmatan  Tergugat  dan.  Bahwa 

dar i  a lasan- a lasan  te rsebu t  d i  atas  maka  je l as  sudah  

sura t  ob jek  sengke ta  te lah  ber ten tangan  dengan  
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pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  khususnya  

Pasa l  25  ayat  (1 )  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Bea dan  

Cukai  No.  P- 25.8C/2007  jo  No.  P- 21/BC/2007  ten tang  

perubahan  atas  Pera tu ran  Di r j en  Bea dan  Cukai  ten tang  

Petun juk  Pelaksanaan  Tata laksana  Kepabeanan  di  Bidang  

lmpor  pada Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan Cukai  Tanjung  

Pr iok  dan  t i dak  sesua i  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik ,  khususnya  asas  kecermatan"  

karena  da l i l  te rsebu t  sangat  mengada- ada  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

19.  Bahwa bantahan  Tergugat  te rhadap  da l i l  Penggugat  

pada  angka  11  huru f  I  dan  angka  12  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1)  Bahwa dal i l - da l i l  yang  diu ra i kan  pada  angka  11 

huru f  l  merupakan  hal - ha l  yang  bers i f a t  

admin is t r a t i f  dan  t i dak  berka i t an  dengan  subtans i  

dar i  sura t  yang  di te rb i t k an  seh ingga  sangat  mengada-

ada  j i k a  ha l - hal  yang  bers i f a t  admin i s t r a t i f  

te rsebu t  merupakan  to l ak  ukur  ket i dakce rmatan  dar i  

Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2)  Bahwa  penger t i an  dar i  asas  kecermatan  ada lah  

bahwa  kete tapan  harus  diambi l  dan  disusun  dengan  

cermat ,  seh ingga  t i ndakan  Terguga t  yang  melakukan  

pene l i t i a n  te rhadap  dokumen  yang  d isampaikan  o leh  
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Penggugat  jus t r u  merupakan  bukt i  t i ndakan  Tergugat  

berdasar  akan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik ,  

khususnya  asas  kepas t i an  hukum dan asas  kecermatan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

20.  Bahwa pet i t um  Penggugat  yang  menyatakan  pada  in t i n ya  

“Mewaj ibkan  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan Cukai  

Tipe  A Tanjung  Pr iok  (Terguga t )  untuk  membayar  gant i  

kerug ian  kepada  Penggugat  sebesar  Rp.  75.201 .000 , -  

( tu j uh  puluh  l ima  ju ta  dua  ra tus  satu  r i bu  rup iah ) ”  

ada lah  sangat  mengada- ada  dan  menunjukkan  bahwa 

Penggugat  t i dak  memahami  atu ran  hukum  yang  ada  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.  Bahwa kerug ian  yang  d i t anggung  Penggugat  merupakan  

ak iba t  dar i  t i ndakan  Penggugat  send i r i  yang  t i dak  

memenuhi  persya ra tan  pada  Pasa l  25  ayat  (1 )  Perd i r j e n  

Tata laksana  lmpor  seh ingga  sangat  t i dak  berdasar  j i k a  

kerug ian  te rsebu t  d ibebankan  kepada  Tergugat .  Adapun  

keten tuan  ten tang  gant i  kerug ian  di  l i ngkungan  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  te rdapa t  pada  Pasa l  3 ayat  

(1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  43  Tahun  1991  ten tang  

Gant i  Rugi  dan  Tata  Cara  Pelaksanaannya  pada  Perad i l an  

Tata   Usaha  Negara   yang   menyatakan  “Besarnya  gant i  

rug i   yang  dapat  

d ipe ro l eh  Penggugat  pa l i ng  sed ik i t  Rp.  250.000 , -  (dua  

ra tus  l ima  puluh  r ibu  rup iah ) ,  dan  pal i ng  banyak  Rp.  

5.000 .000 , -  ( l ima  ju ta  rup iah ) ,  dengan  memperhat i kan  

keadaan  yang  nyata  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22.  Bahwa  pet i t um  Penggugat  yang  menyatakan  pada  

in t i n ya  “Mewaj i bkan  Kepala  Kantor  Pelayanan  Utama Bea 

dan  Cukai  Tipe  A  Tanjung  Pr iok  (Terguga t )  untuk  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha Negara  baru  yang  

is i nya  berupa  pember ian  i j i n  reekspor  kepada  Penggugat  

atas  dua  pet i  kemas  dengan  Nomor  :  EOLU 4963048  dan  

Nomor  :  EOLU 4969555  sesua i  dengan  sura t  Permohonan  

Penggugat  Nomor  :  468/SGH/V/2011  tangga l  26  Mei  2011”  

karena  pet i t um  te rsebu t  sangat  mengada- ada  dan  t i dak  

berdasar  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bahwa  Pasa l  53  UU PTUN menyatakan  "Orang  atau  badan  

hukum perda ta  yang  merasa  kepent i ngannya  d i rug i kan  oleh  

suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  

gugatan  te r t u l i s  kepada  pengad i l an  yang  berwenang  yang  

ber i s i  tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

disengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  

dengan atau  tanpa  dise r t a i  tun tunan  gant i  rug i  dan/a tau  

di rehab i l i t a s i ”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

24. Bahwa  sebaga imana  d inya takan  pada  Pasa l  53  UU PTUN,  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  memi l i k i  kewenangan  secara  

l im i t a t i f  untuk  menyatakan  bata t  atau  t i dak  sah  

Keputusan  Tata  Usaha Negara ,  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  

tun tu tan  gant i  rug i  dan/a tau  d i rehab i l i t a s i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

25.  Bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  
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te rbuk t i  dan  t i dak  te rban tahkan  j i ka  pet i t um  yang  

dimin ta  oleh  Penggugat  meleb ih i  kewenangan  memer iksa ,  

mengadi l i ,  dan  memutus  perkara  yang  dimi l i k i  o leh  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  (u l t r a  v i r es )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka  tun tu tan  

gant i  rug i  yang  d ia jukan  oleh  Penggugat  merupakan  dal i l  

yang  sangat  mengada- ada  dan  t i dak  berdasar  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

27. Bahwa  da l i l - da l i l  dan  pet i t um  Penggugat  se la i n  dan  

se leb ihnya  sudah  sepatu tnya  di to l ak  oleh  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa  

perkara  a quo karena  gugatan  Penggugat  yang  je l as - je l as  

t i dak  berdasar ,  sama seka l i  t i dak  bera lasan  dan  hanya  

mengada- ada  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M a  k  a  :  Berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d i  atas ,  

cukup  bera lasan  apab i l a  Tergugat  mohon  kepada  

Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

in tuk  menja tuhkan  putusan  dengan  amar  yang  

menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA
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1. Menyatakan  gugatan  penggugat  di to l ak  untuk  seru ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Menyatakan  gugatan  penggugat  t i dak  dapat  d i t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Menyatakan  sura t  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea 

dan  Cukai  Tipe  A  Tanjung  Pr iok  Nomor:  S-

606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  10  Jun i  2011  sah  dan  

berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  ;  -

4. Menghukum penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  ;  - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  atas  Jawaban  Tergugat  

te rsebu t  te lah  mengajukan  Repl i k  dengan  sura tnya  

te r t angga l  16  Agustus  2011,  dan  atas  Repl i k  Penggugat  

te rsebu t  p ihak  Tergugat  te l ah  mengajukan  Dupl i k  te r t angga l  

23  Agustus  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

gugatannya  Penggugat  d ipe rs i dangan  te l ah  mengajukan  a la t  

bukt i  berupa  fo to kopi  sura t - sura t  yang  dibe r i  tanda  P – 1 

sampai  dengan  P – 18  te l ah  dimete ra i kan  dengan  cukup,  dan  

te l ah  dicocokkan  dengan  bukt i  as l i nya ,  seh ingga  dapat  

d i j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1. Bukt i  P – 1 a : Akta  Pendi r i an  Perseroan  Terba tas  PT.  

Sukses  Grahat i ka ,   Nomor  :  64  tangga l  20 

Ju l i  2006   yang  dibua t  d ihadapan   H.  

Warman,  SH.  Notar i s  d i  Jakar ta   ( fo t o kopi  

sesua i  dengan  as l i n ya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

2. Bukt i  P – 1 b : Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan Hak 

Asas i  Manusia   RI  Nomor  :  C-23735  

HT.01.01 .TH.2006  ten tang  Pengesahan  Akta  

Akta  PT.  Sukses  Grahat i ka ,  ( fo t o kopi  

sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P – 1 c : Akta  Ber i t a  Acara  Rapat   PT Sukses  

Grahat i ka ,  Nomor  :  372  tangga l  15  Agustus  

2008  yang  dibua t  d ihadapan         H.  Feby  

Rubein  Hidaya t ,  SH. ;   ( fo t o kopi   sesua i  

dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  P – 1 d : Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum dan Hak 

Asas i  Manusia   RI  No.  AHU-

75137.AH.01 .02 .TH  2008  ten tang  

Perse tu j uan  Akta  Perubahan  Anggaran  Dasar  

Perseroan ,  ( fo t o kopi   sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  P – 1 e : Angka  Pengena l  Impor t i r  –  Umum (API -

U)  PT.  Sukses  Grahat i ka  Nomor  :  

090305106- P di te rb i t k an  oleh  Kepala  Dinas  

Koperas i ,  Usaha  Mikro ,  Kec i l  dan  Menengah  
74
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dan  Perdagangan  Prov ins i  DKI  Jakar ta  pada  

tangga l  31 Desember  2010 ; ( fo t o kopi  

sesua i  dengan as l i n ya )  ;  - - - - -  

6. Bukt i  P – 1 f : Nomor  Pokok  Waj ib  Pajak  (NPWP)  PT.  

Sukses  Grahat i ka  No.  02.589 .963 .4 - 048.000  

di te rb i t k an  oleh  Kanto r  Pelayanan  Pajak  

Pratama  Jakar ta  Sunte r  pada  tangga l  26  

Ju l i  2006,  ( fo t o kopi   sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

7. Bukt i  P – 1 g : Sura t  Kete rangan  Domis i l i  Perusahaan  

PT.  Sukses  Grahat i ka  No.  0214/1 .751 .21 /10  

di te rb i t k an  o leh  Kelu rahan  Papango  

Kecamatan  Tanjung  Pr iok  Jakar t a  Utara  

pada  tangga l  12  Nopember  2010,  ( fo t o kopi  

sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

8. Bukt i  P – 1 h : Tanda  Daf ta r  Perusahaan  PT.  Sukses  

Grahat i ka  No.  09.09 .1 .51 .22545  

di te rb i t k an  o leh  Kepala  Suku  Dinas  

Per indus t r i a n  dan  Perdagangan  Kodya  

Jakar t a  Utara  pada  tangga l  31  Agustus  

2006,  ( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  P – 1 j : Sura t  Iz i n  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  

Menengah             PT.  Sukses  Grahat i ka  

No.  511/1 .824 .271  di te r b i t k an  oleh  Suku  

Dinas  Per indus t r i a n  dan  Perdagangan  

Jakar t a  Utara  tangga l  3  Agustus  2006;  
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
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( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  P – 2 a : Purchase  Order  (PO)  No.  PO/SG/33  

tangga l  01  Apr i l  2011  d ike lua rkan  oleh  

PT.  Sukses  Grahat i ka   ( fo t o kopi   sesua i  

dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

11. Bukt i  P – 2 b : Sales  Cont rac t  No.  AE-002480  tangga l  

10  Apr i l  2011  dike lua r kan  o leh  p ihak  

Al lbes t  Express  Pte  Ltd ,  ( fo t o kopi  

sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

12. Bukt i  P – 2 c : Invo i ce  No.  AE-002510  tangga l  10  Mei  

2011  dike lua r kan  oleh  p ihak  Al lbes t  

Express  Pte  Ltd ,  ( fo t o kopi  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

13. Bukt i  P – 2 d : Pack ing  Lis t  No.  AE-002510 tangga l  10 

Mei  2011  d ike lua r kan  o leh  pihak  Al lbes t  

Express  Pte  Ltd ,  ( fo t o kopi   sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

14. Bukt i  P – 3 a : Purchase  Order  (PO)  No.  PO/SG/38  

tangga l  01  Apr i l  2011  dar i  PT.  Sukses  

76

76

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
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Grahat i ka  kepada  pihak  Al lbes t  Express  

Pte  Ltd ,  ( fo t o kopi   sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  - - - - - -  

15. Bukt i  P – 3 b : Sales  Cont rac t  No.  AE-002482  tangga l  

17  Apr i l  2011  dike lua r kan  o leh  p ihak  

Al lbse t  Express  Pte  Ltd ,  ( fo t o kopi  sesua i  

dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

16. Bukt i  P – 3 c : Invo i ce  No.  AE-002512  tangga l  17  Mei  

2011  dike lua r kan  oleh  p ihak  Al lbes t  

Express  Pte  Ltd ,  ( fo t o kopi   sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

17. Bukt i  P – 3 d : Pack ing  Lis t  No.  AE-002512  tangga l  

17  Mei  2011  dike lua r kan  oleh  pihak  Albes t  

Express  Pte  Ltd ,  ( fo t o kopi   sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

18. Bukt i  P – 4 a : Bi l l  of  Lad ing  No.  CF080E/03  tangga l  

12  Mei  2011,  Nomor  Conta ine r  :  EOLU 

4969555  Ex 36863  – dike lua rkan  oleh  pihak  

pelaya ran ,  JOO  TAT  SHIPPING  PTE  LTD,  

( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -  

19. Bukt i  P – 4 b : Bi l l  of  Lad ing  No.  TSS133/01  tangga l  

Halaman  77  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
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19  Mei  2011,  Nomor  Conta ine r  :  EOLU 

49693048  Ex  36854  –  dike lua rkan  o leh  

pihak  pe layaran ,  JOO TAT  SHIPPING  PTE 

LTD,  ( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

20. Bukt i  P – 5 a : Sura t  Setoran  Pabean,  Cukai ,  dan 

Pajak  (SSPCP)  te r t angga l  23  Mei  2011  

se jumlah  Rp.  85.351 .000 , -  (de lapan  puluh  

l ima  ju t a  t i ga  ra tus  l ima  puluh  satu  r i bu  

rup iah )  sebaga i  bukt i  pembayaran  pajak  

dan  bea  masuk  atas  Conta ine r  No.  EOLU 

49693048  dengan  No.  PIB  00000- 005318-

20110523- 016518,  ( fo t o kopi  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

21. Bukt i  P – 5 b : Sura t  Setoran  Pabean,  Cukai ,  dan 

Pajak  (SSPCP)  te r t angga l  24  Mei  2011  

se jumlah  Rp.  10.667 .000 , -  (sepu l uh  ju ta  

enam ra tus  enam pu luh  enam r i bu  rup iah )  

sebaga i  bukt i  pembayaran  pajak  dan  bea  

masuk  atas  Conta ine r  No.  EOLU  496555  

dengan  No.  PIB  00000- 005318- 20110523-

016506,  ( fo t o kopi  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Bukt i  P – 6 a : Sura t  Tanda  Pener imaan  PIB  dar i  

78

78

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
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Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan  Cukai  Tipe  

A Tanjung  Pr iok    te r t angga l  23  Mei  2011 

atas  Conta ine r  No.  EOLU 4963048  dengan  

No.  PIB  :  000000- 005318- 20110523- 016518,  

( fo t o kopi  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

23. Bukt i  P – 6 b : Sura t  Tanda  Pener imaan  PIB  dar i  

Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan  Cukai  Tipe  

A Tanjung  Pr iok  (Terguga t )  te r t angga l  25  

Mei  2011  atas  Conta ine r  No.  EOLU 4969555  

dengan  No.  PIB  :  000000- 005318- 20110523-

016506,  ( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i nya )  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bukt i  P – 7 a : Sura t  Pember i t ahuan  Ja lu r  Merah  

(SPJM)   Nomor  Pendaf ta ran  PIB  :  186732  

tangga l  23  Mei  2011,    yang  d i t e r b i t k an  

Kanto r  Pela tanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  A 

Tanjung  Pr iok  ;  ( fo t o kopi   sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  - - - - - - - -

25. Bukt i  P – 7 b : Sura t  Pember i t ahuan  Ja lu r  Merah  

(SPJM)  Nomor  Pendaf ta ran  PIB  189525  

tangga l  25  Mei  2011   yang  di te rb i t k an  

Kanto r  Pela tanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  A 

Tanjung  Pr iok  pada  tangga l  ;  ( fo t o kopi  

sesua i  dengan   as l i nya )  ;  

Halaman  79  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Bukt i  P – 8 : Sta tement  Let te r  dar i  p ihak  Albes t  

Express  Pte  Ltd  te r t angga l  24  Mei  2011,  

( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. Bukt i  P – 9 : Tanda  Ter ima  Sura t  Penggugat  

No.467/SGH/V/2011  te r t angga l  26  Mei  2011  

per i ha l  :  Permohoan  Reekspor ,  ( fo t o kopi  

sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. Bukt i  P – 10 : Sura t   Kepala  Kanto r  Pelayanan  Bea 

dan  Cukai    Tipe  A  Tanjung  Pr iok  yang  

di tu j ukan  kepada  PT.  Sukses  Grahat i ka  

Nomor  :  S- 606/KPU.01 /  BD.05/2010  tangga l  

10  Jun i  2011  Per iha l  :  Permohonan  

Reekspor  ;  ( fo t o kopi   sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

29. Bukt i  P – 11 : Sura t  Kepala  Bidang  Pelayanan  Pabean 

dan  Cukai  I I I  yang  di t u j u kan  kepada  PT.  

Sukses  Grahat i ka  (Penggugat )  Nomor  :  S-

618/KPU.01 /BD.05 /2011  tangga l  14  Mei  2011  

Per iha l  :  Pember i t ahuan  Pemer iksaan  

Jabatan ,  ( fo t o kopi   sesua i  dengan  

80
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
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as l i nya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. Bukt i  P – 12 : Tanda  Ter ima  Sura t  Penggugat   No.  

0144/SG/PRM/  VI /2011  tangga l  15  Jun i  2011  

Per iha l  :  Permohonan  Penundaan  

Pemer iksaan  Jabatan  dan  Penin jauan  

Kembal i  Penolakan  Reekspor ,  ( fo t o kopi  

sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. Bukt i  P – 13 : Tanda  Ter ima  Sura t  Penggugat   No.  

147/SG/PRM/VI /  2011  tangga l  27  Jun i  2011  

Per iha l  :  Pember i t ahuan  untuk  t i dak  

di l akukan  Pemer iksaan  Fis i k  Barang,  

( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32. Bukt i  P – 14 a : Kui tans i  dar i  PT.  Sentosa  Ocean 

Line  sebesar  USD 9.000  sebaga i  tag ihan  

atas  biaya  sewa  conta ine r  No.  EOLU 

4969555  te rh i t ung  se jak  tangga l  29  Mei  

2011  sampai  dengan  30  Oktober  2011,  

( fo t o kopi  dar i   fo to kopi )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33. Bukt i  P – 14 b : Kui tans i  dar i  PT.  Sentosa  Ocean 

Line  te r t angga l  27 Ju l i  2011  sebesar   USD 

8.580  sebaga i  tag ihan  atas  biaya  sewa 

conta ine r  No.  EOLU  4963048  te rh i t u ng  

se jak  tangga l  04  Jun i  2011  sampai  dengan  

Halaman  81  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
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30  Oktober  2011,  ( fo t o kopi  dar i  fo to kopi )  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

34. Bukt i  P – 15 : Pr in t  Out  dar i  webs i te  PT (Perse ro )  

Pelabuhan  Indones ia  I I  mengena i  Tar i f  

Dasar  Pelayanan  Jasa  Penumpukan  di  

L ingkungan  Pelabuhan  Tanjung  Pr iok ,  

( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

35. Bukt i  P – 16 : Lampi ran  I I  Pera tu ran  Di rek tu r  

Jendera l  Bea  dan  Cukai  No.  Per- 1/BC/2011  

ten tang  Tatacara  Pengajuan  dan 

Penye lesa ian   Kebera tan  di  Bidang  

Kepabeanan  – mengenai  contoh  fo rmat  sura t  

pene lusuran  kebera tan ,  ( fo t o kopi   sesua i  

dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36. Bukt i  P – 17 : Foto - fo to  Conta ine r  No.  EOLU 

4969555,  (as l i  fo to )  ;  - - - - - -

37. Bukt i  P – 18 : Tanda  te r ima  pener imaan  barang  dar i  

Albes t  Express  Pte  Ltd  yang  di tu j u kan  

kepada  PT.  Sukses  Grahat i ka ,  ( fo t o kopi  

sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  
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sangka lannya  Tergugat    d ipe rs i dangan  te lah  mengajukan  

ala t  bukt i  berupa  fo to kopi  sura t - sura t  yang  d ibe r i  tanda  

T- 1   sampai   dengan   T- 32,   te l ah   d imete ra i kan   dengan  

cukup,   dan  te l ah  d icocokkan  dengan  bukt i  as l i n ya ,  

seh ingga  dapat  d i j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T – 1 : Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  te lah  diubah  te rakh i r  dengan  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  

( fo t o kopi  dar i  fo to kopi )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

2. Bukt i  T – 2 : Undang- Undang  Nomor  :  14  Tahun  2002  

Tentang  Pengadi l an  Pajak ,  ( fo t o kopi  dar i  

fo to kopi  )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T – 3 : Undang- Undang  Nomor  :  10  Tahun  1995  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Udnang-

Undang  Nomor  17  Tahun  2006  Tentang  

Kepabeanan,  (as l i  buku)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T – 4 : Undang- Undang  Nomor  :  48  Tahun  2009  

Tentang  Kekuasaan  Kehak iman,  ( fo t o kopi  

dar i  fo to kopi )  ;  - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T – 5 : Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  :  

144/PMK.04/  2007  ten tang  Pengelua ran  

Barang  Impor  Untuk  Dipaka i ,  ( fo t o kopi  dar i  

Halaman  83  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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fo to kopi  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

6. Bukt i  T – 6 : Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  :  

217/PMK.04/  2010  Tentang  Kebera tan  di  

Bidang  Kepabeanan,  ( fo t o kopi  dar i  fo to kopi  

)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  T – 7 : Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Bea  dan  

Cukai  Nomor  :                    P-

21/BC/2007  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  

Tata laksana  Kepabeanan  Di  Bidang  Impor  

Pada  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea Dan Cukai  

Tanjung  Pr iok ,  ( fo t o kopi  dar i  fo to kopi  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

8. Bukt i  T – 8 : Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Bea  dan  

Cukai  Nomor  :           P- 42/BC/2008  

ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  Pengeluaran  

Barang  Impor  Untuk  Dipaka i ,  ( fo t o kopi  dar i  

fo to kopi  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  T – 9 : Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Bea  dan  

Cukai  Nomor  :               P- 26/BC/2010 ,  

Tentang  Bentuk ,  Warna  Ukuran  Segel  Dan 

Tanda  Pengaman Bea Dan Cukai  Dan Tata  Cara  
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Penyege lan  ;   ( fo t o kopi  dar i  fo to kopi  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  P – 10 : Sales  Cont rac t  Al lbes t  Express  Pte .  

Ltd .   No.  AE-002480  tangga l  10 Apr i l  2011,  

( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

11. Bukt i  T – 11 : Sales  Cont rac t  Al lbes t  Express  Pte .  

Ltd .    No.  AE-002482  tangga l  17  Apr i l  

2011,  ( fo t o kopi   sesua i  dengan as l i nya )  ;  

12. Bukt i  T – 12 : Invo i ce  Al lbes t  Express  Pte .  Ltd .  

No.  AE-002510  tangga l  10  Mei  2011,  

( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  T – 13 : Pack ing  Lis t  Al l bes t  Express  Pte .  

Ltd .    No.  AE-002510  tangga l  10  Mei  2011,  

( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i nya )  ;  -

14. Bukt i  T – 14 : Bi l l  of  Lad ing  Al lbes t  Express  Pte .  

Ltd .    No.  CF080E/03  tangga l  12  Mei  2011,  

( fo t o kopi  dar i  fo to kopi   sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

15. Bukt i  T – 15 : BC  1.1 .  Mani fes t  Nomor  :  002063  

tangga l  14  Mei  2011  pos  0151,  (as l i  pr in t  

out )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  T – 16 :  Invo i ce  Al lbes t  Express  Pte .  Ltd .  

Halaman  85  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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No.  AE-002512  tangga l  17  Mei  2011,  

( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - -

17. Bukt i  T – 17 : Pack ing  Lis t  Al l bes t  Express  Pte .  

Ltd .    No.  AE-002512  tangga l  17  Mei  2007,  

( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i nya )  ;  -

18. Bukt i  T – 18 : Bi l l  of  Lad ing   Al lbes t  Express  Pte .  

Ltd .   No.  TSS133/01  tangga l  19  Mei  2011,  

( fo t o kopi   sesua i  dengan as l i nya )  ;  -

19. Bukt i  T – 19 : BC  1.1 .  Mani fes t  Nomor  :  002160  

tangga l  20  Mei  2011  pos  0009,  ( fo t o kopi  

dar i  fo to kopi   sesua i  dengan as l i nya )  ;  

20. Bukt i  T – 20 : Pember i t ahuan  Impor  Barang  (PIB)  No.  

186732  tangga l  23  Mei  2011,  ( fo t o kopi  

sesua i  dengan as l i n ya )  ;  - - - - - - - - - - - -

21. Bukt i  T – 21 : Sura t  Seto ran  Pabean  Cukai  dan  Pajak  

(SSPCP)  No.  217805  tangga l  23  Mei  2011,  

( fo t o kopi  sesua i  dengan  sa l i nan )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Bukt i  T – 22 : Sura t  Setoran  Pabean,  Cukai  dan  Pajak  

(SSPCP)  No.  217798  tangga l  23  Mei  2011,  

( fo t o kopi   sesua i  dengan  sa l i nan )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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23. Bukt i  T – 23 : Sura t  Setoran  Pabean,  Cukai  dan  Pajak  

(SSPCP)    No.  218096  tangga l  23  Mei  2011,  

( fo t o kopi   sesua i  dengan  sa l i nan )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bukt i  T – 24 : Pember i t ahuan  Impor  Barang  (PIB)  No.  

189525  tangga l  25  Mei  2011,  ( fo t o kopi  

sesua i  dengan as l i n ya )  ;  - - - - - - - - - - -

25. Bukt i  T – 25 : Cata tan  Penyege lan  Nomor  :  

CTT.147/KPU.01 /BD.0903 /  2011  tangga l  25 

Mei  2011,  ( fo t o kopi  sesua i  dengan  as l i nya )  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Bukt i  T – 26 : Cata tan  Penyege lan  No.  CTT-

1889/KPU.01 /BD.  0904/2011  tangga l  25  Mei  

2011,  ( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

27. Bukt i  T – 27 : Sura t   Penggugat  No.  468/SGH/V/2011  

tangga l  26  Mei  2011,  ha l  Permohonan  Re-

Ekpor t   ( fo t o kopi  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

28. Bukt i  T – 28 : Sura t  Terguga t   Nomor  :  S-

09/KPU.01/BD.0901 /2011  tangga l  06  Jun i  

2011,  Hal  Panggi l an  ( fo t o kopi  sesua i  

Halaman  87  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

29. Bukt i  T – 29 : Sura t  Terguga t  Nomor  :  S-

606/KPU.01 /BD.05 /2011  tangga l  10  Jun i  

2011,  ha l  Permohonan  Re- Ekspor t   ( fo t o kopi  

sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. Bukt i  T – 30 : Sura t  Terguga t   Nomor  :  S-

618/KPU.01 /BD.05 /2011  tangga l  14 Mei  2011,  

ha l  pember i t ahuan  Pemer iksaan  Jabatan  

( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. Bukt i  T – 31 : Sura t  Penggugat  No.  

0144/SG/PRM/VI /2011  tangga l  15  Jun i  2011,  

per i ha l  Permohonan  Penundaan  Pemer iksaan  

Jabatan  Dan Penin jauan  Kembal i  Re- Ekspor t  

( fo t o kopi   sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

32. Bukt i  T – 32 : Sura t  Penggugat  No.  

147/SG/PRM/VI /2011  tangga l  27  Jun i  2011,  

ha l  Pember i t ahuan  untuk  t i dak  di l akukan  

pemer iksaan  f i s i k  barang  ;   ( fo t o kopi  

sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  da lam sengketa  in i  Pihak  Penggugat  

menyampaikan  kes impu lannya  secara  l i s an  pada  Pers idangan  

tangga l             21  September  2011,  yang  pada  pokoknya  

te tap  pada  dal i l - da l i l  yang  diu ra i kan  dalam Sura t  Gugatan  

maupun  Repl i knya ,   sedangkan   Pihak  Tergugat  te l ah  

mengajukan  kes impu lan  dengan  sura tnya  21  September  2011 

yang  untuk  mempers ingka t  putusan  t i dak  dimasukan  da lam 

putusan  in i ,  akan  te tap i  merupakan  bag ian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dengan putusan  in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  

d ipe rs i dangan  menunjuk  kepada  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

dalam perkara  yang  bersangku tan  dan  merupakan  bag ian  yang  

tak  te rp i sahkan  dengan putusan  in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  pada  akh i rnya  para  pihak  t i dak  

mengajukan  apa- apa  lag i  da lam  perkara  in i ,  dan  mohon 

putusan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te l ah  d iu ra i kan  dalam  duduk  perkara  

te rsebu t  d ia tas  ;  - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  ob jek  sengke ta  dalam 

perkara  in i  ada lah  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

di te rb i t k an  o leh  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Utama  Bea  dan  

Cukai  Tipe  A  Tanjung  Pr iok   berupa  sura t  Nomor  :  S-

606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  10  Jun i  2011  per iha l  

Halaman  89  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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Permohonan  Reekspor  (buk t i  P- 10   =  T- 29)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -    

Menimbang,  bahwa  apakah  objek  sengketa  te rsebu t  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  atau  t i dak  ya i t u  dengan  

meru juk  pada  keten tuan  Pasa l  1      angka  9  Undang- Undang 

Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  yang  menyatakan  bahwa“  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

ada lah   suatu  

penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua rkan  oleh  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  

Usaha   Negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  

dan  f i na l  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  

atau  badan  hukum  perda ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa objek  sengke ta  te rsebu t  d i te rb i t k an  

oleh  Tergugat  sesua i  dengan  kewenangannya  sebaga imana  

dia tu r  da lam Pasa l  1  Bab ke  4,  Pasa l  1  Bab ke  11  Undang-

Undang  Nomor  :  17  Tahun  2006  ten tang  Perubahan  atas  

Undang- Undang  Nomor  :  10  Tahun  1995  ten tang  Kepabeanan  

junc to  Pasa l  1  Bab  ke  3  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Bea 

dan  Cukai  Nomor  :                 P- 21/BC/2007  Tentang  

Petun juk  Pelaksanaan  Tata laksana  Kepabeanan  di  Bidang  

90
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Impor  Pada  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea  dan  Cukai  Tanjung  

Pr iok  ;  - - -  

Menimbang,  bahwa  objek  sengke ta  yang  di te rb i t k an  

oleh  Kepala  Kanto r  Bea  dan  Cukai  Tipe  A  Tanjung  Pr iok  

(Terguga t )  te rsebu t  da lam  bentuk  te r t u l i s ,  ya i t u  berupa  

Sura t  Keputusan  Nomor:  S- 606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  10  

Jun i  2011  ber i s i k an  t i ndakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  

berupa  peno lakan  atas   permohonan  reekspor  yang  dia jukan  

oleh  Penggugat   sesua i  dengan  sura t  permohonannya  

te r t angga l  26 Mei  2011,  Nomor:  468/SGH/V/2011  (buk t i  P- 9 = 

T- 27)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  objek  sengketa  te rsebu t  bers i f a t  

konkr i t ,  t i dak  bers i f a t  abst rak ,  berwu jud  te r t en tu  dan  

dapat  d i ten tukan  da lam  ha l  in i  ya i t u  berupa   Sura t  

Keputusan  Nomor  :  S- 606/KPU.01 /  BD.05/  2010,  tangga l  10 

Jun i  2011,  Per iha l  Permohonan  Reekspor ,  juga  bers i f a t  

ind i v i d ua l  karena  sura t  keputusan  te rsebu t  d i t u j u kan  

kepada  PT.  Sukses  Grahat i ka  (Penggugat ) ,  ser ta  bers i f a t  

f i na l  karena   penerb i t an  sura t  keputusan  te rsebu t  t i dak  

lag i  memer lukan  perse tu j uan  dar i  ins tans i  atasan  da lam ha l  

in i  perse tu j uan  dar i  Di rek tu r  Jendera l  Bea  dan   Cukai  

atau   perse tu j uan   dar i   ins tans i   la i n ,   dan  te l ah  

menimbulkan  

ak iba t  hukum  bag i  Penggugat   karena  dengan  di to l a knya  

Halaman  91  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan  reekspor  Penggugat  oleh  Terguga t ,  ak iba t  sa lah  

k i r im  dar i  PT.  Albes t  Express  Pte  Ltd .  d i  Changi  

Ai r f r e i g h t  Cent re  PO  Box  525  Singapore  te rsebu t  

mengak iba tkan  kepent i ngan  Penggugat  te l ah  di rug i kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  ob jek  

sengketa  dalam perkara  in i  te lah  memenuhi  keten tuan  Pasa l  

1  angka  9  Undang- Undang  Nomor  :  51  Tahun  2009  ten tang  

Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  ada lah  badan  hukum 

perda ta  bernama PT.  Sukses  Grahat i ka  bergerak  /  d i  b idang  

perdagangan  dan  jasa  yang  did i r i k an  pada  20  Ju l i  2006  

berdasarkan  Akta  Nomor  64 d ibua t  d ihadapan  Haj i     Warman,  

SH.  Notar i s  d i  Jakar ta  dan te l ah  d ida f t a r kan  di  Depar temen  

Hukum dan  Hak  Asas i  Manusia  yang  disahkan  berdasarkan  

Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum  dan  Hak  Asas i  Manus ia  

Nomor  :  C-23735  HT.01.01 .TH.2006  tangga l     11  Agustus  

2006  ten tang  Pengesahan  Akta  Pendi r i an  PT.  Sukses  

Grahat i ka   jo .  Keputusan  Menter i  Hukum dan  Hak  Asas i  

Manusia  Nomor  :  AHU-75137 .  AH.01.02 .Tahun  2008   ten tang  

Perse tu j uan  Akta  Perubahan  Anggaran  Dasar  PT.  Sukses  

Grahat i ka  (buk t i  P- 1a,  P- 1b,  P- 1c,  P- 1d)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  d ida f t a r kan  di  

92
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepani te raan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  

tangga l  27 Jun i  2011,  sedangkan  ob jek  sengketa  di te r b i t k an  

pada  tangga l  10  Jun i  2011.  Dengan  demik ian  gugatan  

Penggugat  masih  da lam  tenggang  waktu  90  (sembi l an  pu luh )  

har i  untuk  mengajukan  gugatan  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  disya ra t kan  pasa l  55  Undang- Undang  

Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  di to l a knya  permohonan  

Penggugat  oleh  Tergugat  te rhadap  reekspor  barang  

Penggugat ,  dengan  menerb i t kan  objek  sengketa  (buk t i  P- 10 = 

T- 29) ,  maka  Penggugat  mempunyai  kepent i ngan  langsung  

te rhadap  te rb i t n ya  objek  sengke ta ,  o leh  karena  dengan  

te rb i t n ya  ob jek  sengketa  te rsebu t  se la i n  Penggugat  t i dak  

dapat  mengembal i kan  barang  di impor  yang  sa lah  k i r im  oleh  

PT.  Albes t  Express  Pte  Ltd .   d i  Changi  Ai r f r e i g h t  Cent re  

PO Box  525  Singapore ,  Penggugat  juga  akan  dikenakan  biaya  

untuk  membayar  sewa konta ine r  dan sewa gudang  di  Pelabuhan  

Tanjung  Pr iok  untuk  jangka  waktu  yang  leb ih  lama  dar i  

semest inya .  Dengan  demik ian   gugatan  Penggugat  te l ah  

memenuhi  keten tuan  Pasal  53 ayat  (1 )  Undang- Undang Nomor  :  

9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  :  

5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Halaman  93  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

    Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  

te rsebu t ,  Tergugat  te l ah  mengajukan  jawabannya  

dipe rs i dangan  tangga l  10  Agustus  2011.  Terhadap  jawaban  

te rsebu t  Penggugat  te l ah  mengajukan  rep l i k nya  

dipe rs i dangan  tangga l  16 Agustus  2011,  dan  te rhadap  rep l i k  

te rsebu t  Tergugat  te lah  mengajukan  dup l i knya  tangga l  23  

Agustus  2011 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  d ida lam  jawaban  dan  dup l i k  

te rsebu t  Tergugat  te lah  mengajukan  ekseps i  te rhadap  

gugatan  Penggugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  Tergugat  mengajukan  

ekseps i  maka  sebe lum  memper t imbangkan  pokok  sengketa  TUN 

in i  te r l eb i h  dahu lu  Pengadi l an  akan  mempert imbangkan  

ekseps i  Tergugat  te r sebu t  sebaga imana  te ru ra i  d ibawah  

in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  ekseps i - ekseps i  Tergugat  da lam 

jawaban  dan  dup l i knya  anta ra  la i n  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. Objek  gugatan  bukan  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  ;  - - - - - - -

94
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  ob jek  gugatan  dalam  perkara  a  quo  bukan  /  

t i dak  merupakan  suatu  Keputusan  Tata  Usaha Negara  karena  

objek  gugatan  bers i f a t  t i dak  f i na l  karena  objek  gugatan  

hanya  merupakan  sura t  tanggapan  /  jawaban  dar i  Tergugat  

te rhadap  sura t  Penggugat  Nomor  :  468/SGH/V/2011 ,  tangga l  

26  Mei  2011,  per i ha l  permohonan  Reekspor  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Eksepsi  Kompetensi  Absolut  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bahwa  secara  hukum  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

t i dak  berwenang  untuk  mengadi l i  perka ra  a  quo,  karena  

Penggugat  be lum  menggunakan  upaya  admin is t r a t i f  yang  

te rsed ia  ya i t u  dengan  mengajukan  kebera tan  secara  

te r t u l i s  yang  d i t u j u kan  kepada  Di rek tu r  Jendera l  Bea dan  

Cukai  te rhadap  penetapan  pejaba t  Bea dan  Cukai  mengenai  

ta r i f  dan  /  n i l a i  pabeanan  untuk  perh i t ungan  bea  masuk  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  93  A,   Undang- Undang  

Nomor   :   17  Tahun  2006  ten tang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang  Nomor  :  10  Tahun  1995  ten tang  Kepabeanan,  dan  

dapat  mengajukan  band ing  kepada  Pengad i l an  Pajak  

te rhadap  penetapan  Di rek tu r  Jendera l  Bea  dan  Cuka  atas  

ta r i f  dan  n i l a i  pabean  dalam  jangka  waktu  60  (enam 

puluh)  har i  se jak  tangga l  penetapan  atau  tangga l  

keputusan  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasal  94  dan  95  

Undang- Undang  Nomor  :  17  Tahun  2006  ten tang  Perubahan  

Atas  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1995  ten tang  

Kepabeanan.  Dan Pasa l  2 Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  

:  217/PMK.04 /2010  ten tang  Kebera tan  di  Bidang  
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Kepabeanan.  Sehingga  sudah  sepatu tnya  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  menyatakan  gugatan  Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  ;  - - - - - - - - - - - - -

3. Eksepsi  Gugatan  Prematur  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bahwa  t i ndakan  Penggugat  mengajukan  gugatan  

te rhadap         ob jek  gugatan  mela lu i  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  te l ah  menyebabkan  gugatan  te rsebu t  

prematu r  karena  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

baru  berwenang  memer iksa ,  mengadi l i  dan memutus  sengketa  

te rsebu t  apab i l a  se lu ruh  upaya  admin is t r a t i f  te rka i t  

sengketa  d imaksud  te lah  digunakan,  seh ingga  sudah  

sepatu tnya  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat   d i t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  Jawaban  Tergugat  te r sebu t ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  Repl i k  sebaga imana  yang  

disampaikan  pada  pers i dangan  tangga l  16 Agustus  2011,  yang  

mana  dalam  Repl i k  te rhadap  ekseps i  yang  dia jukan  oleh  

Tergugat ,  Penggugat  menyatakan  menolak  ekseps i - ekseps i  

te rsebu t  karena  dal i l  te rsebu t  sama seka l i  t i dak  berdasar  

dan  bera lasan    hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i - ekseps i  Tergugat  
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te rsebu t  Pengad i l an  memper t imbangkannya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pert imbangan  add.  1  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l  ekseps i  ob jek  

gugatan  bukan  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha Negara ,  te l ah  

dipe r t imbangkan  oleh  Pengad i l an  sebaga imana  te rsebu t  

d ia tas  oleh  karena  i t u  t i dak  per lu  dipe r t imbangkan  lag i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pert imbangan  add.  2 dan  3 :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Pengad i l an  

memper t imbangkan  ekseps i  Tergugat  Bab  ke  2  yang  

mendal i l k an   bahwa  Pengadi l an   Tata   Usaha 

Negara  Jakar t a  t i dak  berwenang  memer iksa ,  memutus  dan  

menyelesa i kan  sengke ta  ta ta  usaha  negara  da lam  perkara  a 

quo,  karena  Penggugat  be lum  menggunakan  upaya  

admin is t r a t i f  sebaga imana  d isya ra t kan  dalam   Pasa l  48  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  dan  ekseps i  Tergugat  angka  3 yang  menyatakan  

gugatan  Penggugat    Prematur  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa sete lah  mencermat i  ekseps i  angka  2 

dan  angka  3,  d imana  ekseps i - ekseps i  te rsebu t  secara  

subs tans i  /  mater i  ber i s i  muatan  yang  sama,  yang  pada  

pokoknya  menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

t i dak  berwenang  memer iksa ,  mengadi l i  dan  memutus  perkara  a 

quo  dengan  alasan   karena  Penggugat  be lum  menggunakan  

upaya  admin is t r a t i f  yang  te rsed ia  sebaga imana  d ia tu r  da lam 

Pasal  48 Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986,   o leh  sebab  i t u  

menuru t  hemat  Pengad i l an  ekseps i  angka  2 dan  angka  3 yang  

dia jukan  oleh  Tergugat  te r sebu t  akan  diper t imbangkan  

secara  bersama- sama dengan  per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa dalam keten tuan  Pasal  48 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  menyatakan  :  - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 )    Dalam  suatu  hal  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara  dibe r i  wewenang  oleh  atau  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  untuk  menyelesa i kan  sengketa  

admin is t r a t i f  sengke ta  Tata  Usaha Negara  te r t en t u ,  maka 

sengketa  ta ta  usaha  negara  te rsebu t  harus  d ise lesa i kan  

mela lu i  upaya  admin is t r a t i f  yang  te rsed ia    ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(2 )  Pengad i l an  baru  berwenang  memer iksa ,  memutus  dan  

meyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  
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dimaksud  dalam  ayat  (1 )  j i k a  se lu ruh  upaya  

admin is t r a t i f  yang  bersangku tan  te l ah  digunakan  ;  

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebaga imana  yang  te lah  diu ra i kan  

dia tas  yang  menjad i  ob jek  sengke ta  yang  dimohonkan  

pembata lan  atau  dinya takan  t i dak  sah  oleh  Penggugat  

sebaga imana  yang  te rcan tum  dalam  gugatannya  ada lah  Sura t  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  di t e rb i t k an  oleh  Tergugat  

berupa  Sura t  Keputusan  Nomor  :  S- 606/KPU.01 /  BD.05/2010 ,  

tangga l  10  Jun i  2011  ten tang  Permohonan  Reekspor   (buk t i  

P- 10  = T- 29)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  te rb i t n ya  sura t  keputusan  yang  

menjad i  ob jek  sengke ta   te rsebu t  merupakan  jawaban  atas  

sura t  permohonan  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  yang  

di tu j ukan  kepada  Tergugat  sesua i  dengan  sura tnya   Nomor  :  

468/SGH/V/2011  tangga l  26  Mei  2011  (V ide  Bukt i  P-  9  = T-

27) ,  adapun  yang  menjad i  dasar  a lasan  Penggugat  mengajukan  

permohonan  Reekspor  kepada  Tergugat  ya i t u  adanya  

pember i t ahuan  kesa lahan  peng i r iman  dar i  PT.A lbes t  Ekpress  

Pte  Ltd  pada  tangga l  24  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  yang  menjad i  pokok  

permasa lahan  dan  per lu  dipe r t imbangkan  oleh  Pengad i l an ,  

apakah  sebe lum  mengajukan  gugatan  pembata lan  atau  

dinya takan  t i dak  sahnya   sura t  keputusan  yang  menjad i  

ob jek  sengke ta ,  Penggugat  te r l eb i h  dahulu  harus  mengajukan  

upaya  admin is t r a t i f  sebaga imana   d i t en tukan  Pasa l  93  A 
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Pasal  94  dan  Pasa l  95  Undang- Undang  Nomor  :  17  Tahun  2006  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  :  10 Tahun  1995  

ten tang  Kepabeanan  dan  Pasa l  2  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  

Nomor  :  217/PMK.04/2010  ten tang  Kebera tan  di  Bidang  

Kepabeanan  sebaga imana  yang  dida l i l k a n  oleh  Terguga t  

d ida lam ekseps inya  ;  

Menimbang,  bahwa dalam keten tuan  Pasal  93A  Undang-

Undang  Nomor  17  Tahun  2006  ten tang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor  :  10 Tahun  1995  ten tang  Kepabeanan  menyatakan  

:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1 ) Orang yang  kebera tan  te rhadap  penetapan  pejaba t  bea dan  

cuka i  se la i n  ta r i f  dan/a tau  ni l a i  pabean  untuk  

penghi tungan  bea  masuk dapat  mengajukan  kebera tan  

secara  te r t u l i s  hanya  kepada  Di rek tu r  Jendera l  da lam 

waktu  60  (enam puluh )  har i  se jak  tangga l  penetapan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(2 ) Sepanjang  kebera tan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

menyangkut  kekurangan  pembayaran  bea  masuk,  jaminan  

waj ib  dise rahkan  sebesar  tag ihan  yang  harus  dibayar  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

(3 ) Jaminan  sebaga imana  dimaksud  dalam ayat  (2 )  t i dak  waj i b  

dise rahkan  dalam  hal  barang  impor  be lum  dike lua rkan  

dar i  kawasan pabean  ;  - - - - - - - - - -  

(4 ) Di rek tu r  Jendera l  memutuskan  kebera tan  sebaga imana  

dimaksud  dalam  ayat  (1 )  da lam  jangka  waktu  60  (enam 

puluh)  har i  se jak  di te r imanya  penga juan  kebera tan  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

(5 ) Apabi l a  kebera tan  sebaga imana  d imaksud  pada  ayat  (1 )  

d i to l ak  oleh  Di rek tu r  Jendera l ,  jaminan  dica i r k an  untuk  

membayar  bea  masuk  dan/a tau  sanks i  admin is t r a s i  berupa  

denda yang  di te t apkan ,  dan apab i l a  kebera tan  dikabu l kan  

jaminan  d ikembal i kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(6 ) Apabi l a  da lam  jangka  waktu  60  (enam  puluh)  har i  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (3 )  Di rek tu r  Jendera l  

t i dak  member ikan  keputusan ,  kebera tan  yang  bersangku tan  

dianggap  dikabu l kan  dan jaminan  dikembal i kan  ;  - - - - - - -  

(7 ) Apabi l a  jaminan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

berupa  uang  tuna i  dan  pengembal i an  jaminan  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (5 )  dan  ayat  (6 )  d i l akukan  sete lah  

jangka  waktu  30  ( t i g a  pu luh)  har i  se jak  kebera tan  

di te r ima ,  pemer in tah  member ikan  bunga  sebesar  2 % (dua  

persen)  set i ap  bulannya  pal i ng  lambat  24  (dua  puluh  

empat )  bu lan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(8 ) Keten tuan  mengenai  penga juan  kebera tan  sebaga imana  

dimaksud   pada ayat  (1 )  d ia tu r  leb ih  lan ju t  dengan atau  

berdasarkan  Pera tu ran  Menter i  ;  - - -  

Menimbang,  bahwa  dalam  Penje lasan  Pasa l  93A   ayat  

(1 )   Undang- Undang  Nomor  :17  Tahun  2006  ten tang  Perubahan  

Atas  Undang- Undang  Nomor  :  10  Tahun   1995   ten tang  

Kepabeanan   menyatakan   ”Kebera tan   yang  dapat  d ia jukan  

ya i t u  kebera tan  penetapan  pejaba t  se la i n  ta r i f  dan/a tau  
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ni l a i  pabean,  misa lnya  penetapan  berupa  pencabutan  

fas i l i t a s  atau  penetapan  sebaga i  akibat  penafs i ran  

peraturan ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  da lam  keten tuan  Pasal  94  Undang-

Undang  Nomor  :  17  Tahun  2006  ten tang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  :  10  Tahun  1995  ten tang  Kepabeanan  

menyatakan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1 ) Orang yang  dikena i  sanks i  admin is t r a s i  berupa  denda  

dapat  mengajukan  kebera tan  secara  te r t u l i s  hanya  kepada  

Di rek tu r  Jendera l  da lam waktu  60 (enam puluh)  har i  

se jak  tangga l  penetapan  dengan menyerahkan  jaminan  

sebesar  sanks i  admin i s t r a s i  berupa  denda yang  

di te t apkan   ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(2 ) Di rek tu r  Jendera l  memutuskan  kebera tan  sebaga imana  

dimaksud  dalam  ayat  (1 )  da lam  jangka  waktu  60  (enam 

puluh)  har i  se jak  di te r imanya  penga juan  kebera tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

(3 ) Apabi l a  kebera tan  sebaga imana  d imaksud  pada  ayat  (1 )  

d i to l ak  oleh  Di rek tu r  Jendera l ,  jaminan  dica i r k an  untuk  

membayar   sanks i  admin is t r a s i  berupa  denda  yang  

di te t apkan ,  dan  apab i l a  kebera tan  dikabu l kan  jaminan  

dikembal i kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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(4 ) Apabi l a  da lam  jangka  waktu  60  (enam  puluh)  har i  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  Di rek tu r  Jendera l  

t i dak  member ikan  keputusan ,  kebera tan  yang  bersangku tan  

dianggap  dikabu l kan  dan jaminan  dikembal i kan  ;  - - - - - - -  

(5 ) Apabi l a  jaminan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

berupa  uang tuna i  

dan pengembal i an  jaminan  sebaga imana  d imaksud  pada ayat  

(3 )  dan  ayat  (4 )  d i l akukan  sete lah  jangka  waktu  30 

( t i ga  puluh)  har i  se jak  kebera tan  dikabu l kan ,  

pemer in tah  member ikan  bunga  sebesar  2  % (dua  persen)  

set i ap  bulannya  pal i ng  lambat  24  (dua  pu luh  empat )  

bu lan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

(6 ) Keten tuan  mengenai  ta taca ra  penga juan  kebera tan  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  d ia tu r  leb ih  lan ju t  

dengan  atau  berdasarkan  Pera tu ran   Menter i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  leb ih  lan ju t  keten tuan  Pasal  2  

Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  :  217/PMK.04/2010  ten tang  

Kebera tan  di  Bidang  Kepabeanan  menyatakan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -  

(1 ) Orang  dapat  mengajukan  kebera tan  secara  te r t u l i s  hanya  

kepada  Di rek tu r  Jendera l  atas  penetapan  yang  di l akukan  

oleh  Pejaba t  Bea  dan  Cukai  mengenai  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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a. Tar i f  dan/a tau  ni l a i  pabean  untuk  pengh i t ungan  bea  

masuk  yang  mengak iba t kan  kekurangan  pembayaran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Sela in  ta r i f  dan/a tau  ni l a i  pabean  untuk  

pengh i t ungan  bea  masuk,    atau  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Pengenaan  sanks i  admin is t r a s i  berupa  denda  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Orang  yang  mengajukan  kebera tan  sebaga imana  dimaksud  

dalam  ayat  (1 )  waj ib  menyerahkan  jaminan  sebesar  

tag ihan  yang  harus  dibayar  ;  - - - - - -   

(3 ) Jaminan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  t i dak  waj ib  

dise rahkan  dalam  hal  barang  impor  be lum  dike lua rkan  

dar i  kawasan pabean  ;  - - - - - - - - - -

(4 ) Kebera tan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 ) ,  d ia j ukan  

te rhadap  1  (sa tu )  sura t  kebera tan  untuk  set i ap  

penetapan  dan  hanya  dapat  d i l akukan  1  (sa tu )  ka l i  

penga juan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  mencermat i  keten tuan  ayat  

demi  ayat  dar i  Pasal  93A dan penje lasan  Pasal  93A ayat  (1 )  

dan  Pasa l  94  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2006  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  :  10 Tahun  1995  ten tang  

Kepabeanan,  dan Pasal  2 Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  :  

217/PMK.04/2010  ten tang  Kebera tan  di  Bidang  Kepabeanan  

104

104

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengad i l an ,  menemukan  fak ta  bahwa  yang  dapat  d ia j ukan  

kebera tan  atas  penetapan  pejaba t  Bea  dan  Cukai   yang  

di tu j ukan  kepada  Di rek tu r  Jendera l  Bea  dan  Cukai  dan  

band ing  admin is t r a t i f  ke  Pengad i l an  Pajak  sebaga imana  

dia tu r  dalam keten tuan  Pasal  95   Undang- Undang  Nomor  :  17  

Tahun  2006  ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  :  10  

Tahun  1995  ten tang  Kepabeanan  ada lah   kebera tan  dan  

band ing  admin is t r a t i f  atas  penetapan  pe jaba t  bea dan cuka i  

anta ra  la i n  mencakup  pengh i t ungan  bea  masuk,  kekurangan  

bea  masuk,  pencabutan  fas i l i t a s ,  penetapan  sebaga i  ak iba t  

penafs i r an  pera tu ran  dan  sanks i  admin is t r a s i  berupa  

denda ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  dengan  mencermat i  sura t  keputusan  

yang  menjad i  ob jek  sengketa  dihubungkan  dengan  keten tuan  

Pasal  93  A,  Pasa l  94,   Pasa l  95  Undang- Undang  Nomor  :  17  

Tahun  2006  ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  10  

Tahun  1995  ten tang  Kepabeanan,  Pasa l  2  Pera tu ran  Menter i  

Keuangan   Nomor   :   217/PMK.04/2010   ten tang   Kebera tan  

di   Bidang  Kepabeanan  Pengad i l an  berpendapa t  adalah  t i dak  

re levan  apab i l a  untuk  menggugat  sura t  keputusan  yang  

menjad i  ob jek  sengke ta  te rsebu t  Penggugat  te r l eb i h  dahulu  

harus  menggunakan  upaya  admin is t r a t i f  karena  sura t  

keputusan  yang  menjad i  ob jek   sengketa   secara   subs tans i  

ber i s i k an   ten tang   peno lakan  Tergugat  atas  permohonan  

Reekspor  yang  d ia j ukan  oleh  Penggugat  sedangkan  upaya  

admin is t r a s i  sebaga imana  di ten tukan  dalam  Pasa l  93A  dan  
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Penje lasannya ,  Pasal  94,  dan  Pasal  95  Undang- Undang  

Nomor  :  17 Tahun  2006  ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  

Nomor  :  10  Tahun  1995  ten tang  Kepabeanan  ser ta  Pasal  2 

Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  :  217/PMK.04/  2010 

ten tang  Kebera tan  di  Bidang  Kepabeanan  ada lah  kebera tan  

dan  band ing  admin is t r a t i f  atas  penetapan  pe jaba t  Bea  dan  

Cukai  se la i n  ta r i f  dan/a tau  ni l a i  pabean,  yang  mel ipu t i  

penetapan   pengh i t ungan  bea  masuk,  kekurangan  bea  masuk,  

pencabutan  fas i l i t a s ,  penetapan  sebaga i  ak iba t  penafs i r an  

pera tu ran  dan  sanks i  admin is t r a s i  berupa  denda  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  

Pengad i l an  berpendapat  Pengajuan  gugatan  Penggugat  yang  

menuntu t  pembata lan  atau  d inya takan  t i dak  sahnya  Sura t  

Keputusan  ob jek  sengketa  ke  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

ada lah  sudah  tepa t  dengan  demik ian  da l i l  ekseps i  Terguga t  

yang  menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  t i dak  

berwenang  memer iksa  dan  memutus  ser ta  menyelesa i kan  

sengketa  ta ta  usaha  negara        a  quo,  karena  Penggugat  

be lum  menempuh  upaya  admin is t r a t i f  sebaga imana  yang  

diamanatkan  Pasa l  48  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  

ya i t u  dengan  meru juk   pada  keten tuan  Pasa l  93A  dan  

Penje lasannya ,  Pasal  94 dan 

Pasal   95  Undang- Undang  Nomor  :  17  Tahun  2006   ten tang  

Perubahan    Atas  Undang- Undang  Nomor  :  10  Tahun  1995  

ten tang  Kepabeanan,  ser ta  Pasa l  2  Pera tu ran  Menter i  

Keuangan  Nomor  :  217/PMK.04/2010  ten tang  Kebera tan  di  

Bidang  Kepabeanan  dan  dal i l  Tergugat  yang  menyatakan  
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Gugatan  Penggugat  Prematur  ada lah  t i dak  bera lasan  hukum,  

dan  oleh  karenanya  sudah  seyogyanya  secara  hukum ekseps i  

Tergugat  te r sebu t  untuk  dinya takan  di t o l a k  ;   

Menimbang,  bahwa  dar i  per t imbangan  te rsebu t  d ia tas  

ekseps i  Terguga t  t i dak  te rbuk t i ,  o leh  karena  i t u  sudah  

seyogyanya  secara  hukum ekseps i  Tergugat  untuk  dinya takan  

di to l ak  se lu ruhnya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  dengan  di to l a knya  se lu ruh  ekseps i  

Tergugat ,  se lan ju t nya  Pengadi l an  akan  mempert imbangkan  

te rhadap   pokok   perkaranya  

dengan  per t imbangan  sebaga imana  te ru ra i  d ibawah  in i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  gugatan  Penggugat ,  jawaban  

Tergugat ,  rep l i k ,  dup l i k ,  bukt i  sura t  dan  kes impu lan ,  

Pengad i l an  menemukan  fak ta  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Penggugat  mengajukan  pemesanan  barang  (Purchase  

Order )  lengkap  dengan  per inc i an  barang  yang  dipesan  

kepada  PT.  Albes t  Express  Pte  Ltd ,  perusahaan  ekspor t i r  

yang  berkedudukan  d i  Changi  Ai r f r e i g h t  Cent re  PO Box 525  

Singapore  dengan  PO Nomor  :  PO/SG/33  tangga l           1 
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Apr i l  2011 dan PO Nomor  :  PO/SG/38  tangga l  10 Apr i l  2011  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa tangga l  10 Apr i l  2011 pihak  PT.  Albes t  Express  Pte  

Ltd .  menyatakan  kesanggupannya  atas  pesanan  Penggugat  

dengan  mengi r imkan  Sales  Cont rac t  Nomor  :  AE-002480  

tangga l  10  Apr i l  2011  dan  Nomor  :  AE-002482  tangga l  17  

Apr i l  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -  

- Bahwa tangga l  12  Mei  2011  PT.  Albes t  Express  Pte  Ltd .  

mengi r imkan  data  Pack ing  Lis t ,  Invo i ce ,  dan dokumen Bi l l  

of  Load ing  (BL)  dar i  p ihak  Pelayaran  (Joo  Tat  Shipp ing  

Pte  Ltd)  kepada  Penggugat  sebaga i  bukt i  barang- barang  

pesanan  Penggugat  sebaga imana  te rcan tum dalam PO Nomor  :  

PO/SG/33  tangga l  1  Apr i l  2011  dan  PO Nomor  :  PO/SG/38  

tangga l  10 Apr i l  2011 te l ah  d ik i r im  mela lu i  kapa l  lau t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -  

- Bahwa  berdasarkan  data  Pack ing  Lis t ,  Invo i ce ,  dan  

dokumen  BL te rsebu t  p ihak  Penggugat  kemudian  melakukan  

kewaj i bannya  membayar  bea masuk,  PPN,  PPH atas  impor tas i  

te rsebu t  sesua i  keten tuan  kepabeanan  yang  dibayarkan  

mela lu i  Perusahaan  Pengurusan  Jasa  Kepabeanan  (PPJK)  

ya i t u   PT.  Layar  Abadi  Nusanta ra ,  yang  meneruskan  

pembayaran  bea  masuk,  PPN,  PPH dengan  menst rans fe r  data  

Pack ing  Lis t ,  Invo i ce ,  dan  dokumen  BL  kepada  Tergugat  

mela lu i  data  e lek t r on i k  pada  tangga l  23  Mei  2011  dan  
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tangga l  24  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  

- Bahwa  sete lah  Penggugat  melakukan  penga juan  

Pember i t ahuan  Impor  Barang  (PIB)  dan  pembayaran  bea  

masuk,  PPN,  PPH,  oleh  Terguga t  te l ah  d i t e r b i t k an  Sura t  

Pember i t ahuan  Ja lu r  Merah  (SPJM)  dengan  nomor  

pendaf t a ran  pet i  kemas  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -  

-  Nomor  Conta ine r  :  EOLU 4963048(40” )  Nopen:  186732  

tangga l  23  Mei   2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-  Nomor  Conta ine r  :  EOLU 4969555(40” )  Nopen:  189525  

tangga l  25  Mei   2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

- Bahwa pada tangga l  24 Mei  2011,  Penggugat  te l ah  mener ima  

pember i t ahuan  dar i  PT.  Albes t  Express  Pte  Ltd .  yang  

menyatakan  bahwa  te l ah  te r j ad i  kesa lahan  peng i r iman  

barang  dimana  barang- barang  yang  te rdapa t  pada  2  (dua)  

conta ine r  (pe t i  kemas)  dengan  Nomor  :  EOLU 4963048  dan  

Nomor  :  EOLU 4969555  te rsebu t  d ia tas  bukan  merupakan  

barang- barang  sesua i  dengan  pesanan  Penggugat  

sebaga imana  te rcan tum 

dalam  PO Nomor  :  PO/SG/33  tangga l  1  Apr i l  2011  dan  PO 
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Nomor  :  PO/SG/38  tangga l  10  Apr i l  2011,  sedangkan  

Penggugat  sudah  te r l an j u r  mengi r imkan  data  elek t r on i k  

kepada  Tergugat  dan  membayar  kewaj i ban  bea  masuk,  PPN 

dan  PPH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- Bahwa  pada  tangga l  26  Mei  2011,  Penggugat  mengajukan  

permohonan  reekspor  kepada  Terguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  

- Bahwa  pada  tangga l  10  Jun i  2011  Tergugat  menerb i t kan  

peno lakan  permohonan  reekspor  yang  dia jukan  Penggugat  

(ob jek  sengketa )  ;  - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pada  tangga l  14  Jun i  2011,  Kepala  Bidang  

Pelayanan   Pabean   dan  Cukai  I I I  Kanto r  Pelayanan  Utama 

Bea  dan  Cukai  Tipe  A Tanjung  Pr iok  menerb i t kan  sura t  

pember i t ahuan  yang  menyatakan  Terguga t  akan  melakukan  

pemer iksaan  f i s i k  barang  secara  jaba tan  te rhadap  2 (dua)  

pet i  kemas dengan  Nomor  :  EOLU 4963048  dan  Nomor  :  EOLU 

4969555    te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa dar i  pengakuan  Penggugat  dipers i dangan  Pemer iksaan  

Pers iapan  apab i l a  d i l akukan  pemer iksaan  f i s i k  barang ,  

maka  PT.  Albes t  Express  Pte  Ltd .  t i dak  mau mener ima  

kembal i  barang  te rsebu t ,  sedangkan  Penggugat  t i dak  mau 

menanggung  res i ko  kemasan  barang  rusak ,  beg i t u  pu la  

Tergugat  t i dak  dapat  menjamin  kemasan  barang  rusak  
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tanggung  jawabnya  ;  - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  te rhadap  te rb i t n ya  peno lakan  reekspor  o leh  

Tergugat ,  maka  Penggugat  mengajukan  gugatan  ke  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  27  

Jun i  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  fak ta - fak ta  te rsebu t  d ia tas  

maka  yang  menjad i  pokok  sengketa  atau  permasa lahan  dalam 

perkara  in i  ada lah  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apakah  Terguga t  berwenang  untuk  menerb i t kan  sura t  

peno lakan  reekspor  (ob jek  sengketa )  ?  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apakah  objek  sengketa  yang  di te rb i t k an  Terguga t  te l ah  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  dan  ber ten tangan  dengan  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik  (AAUPB)  ? ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  pokok  sengketa  te rsebu t  

maka Pengadi l an  memper t imbangkannya  te r l eb i h  dahu lu  dengan  

meru juk  pada  pera tu ran  perundang- undangan  yang  berka i t an  

dengan  pokok  sengke ta  dalam  perkara  in i ,  sebaga imana  

te ru ra i  d ibawah  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  pasa l  25  Pera tu ran  Di rek tu r  

Jendera l  Bea  dan  Cukai  Nomor  :  P- 21/BC/2007  ten tang  

Petun juk  pelaksanaan  Tata laksana  Kepabeanan  Di  Bidang  

Halaman  111  dar i  130  ha l aman ,  Putu s a n  Nomor  :  125 /G/2011 / PTUN- JKT 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Impor  Pada  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea  Dan  Cukai  Tanjung  

Pr iok ,  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Terhadap  barang  impor  yang  masih  berada  di  da lam 

Kawasan  Pabean  dapat  d iekspor  kembal i  apab i l a  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Tidak  sesuai  dengan  pesanan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Tidak  boleh  di impor  karena  adanya  perubahan  

pera tu ran  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -  

c. Salah  ki r im  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Rusak,  atau  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Tidak  memenuhi  persyara tan  impor  dar i  ins tans i  

tekn i s  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Keten tuan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  t i dak  

ber l aku  apab i l a  barang  te rsebu t  te lah  d ia jukan  PIB  dan 

te lah  di lakukan  pemeriksaan  f is i k  barang  dengan  has i l  

kedapatan  jumlah  dan/a tau  jen i s  barang  t i dak  sesua i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Impor t i r  mengajukan  permohonan  ekspor  kembal i  kepada  

112
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Kepala  Bidang  Pelayanan  Pabean  dan  Cukai  atau  pejaba t  

yang  di t un j uknya  dengan  menyebutkan  alasan  sebaga imana  

dimaksud  pada ayat  (1 )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4 ) Berdasarkan  perse tu j uan  Kepala  Bidang  Pelayanan  Pabean  

dan  Cukai  atau  pejaba t  yang  di tun j uknya ,  Impor t i r  atau  

Pengangkut  mengis i  dan menyerahkan  Pember i t ahuan  Pabean  

kepada  Pejaba t  d i  Kanto r  Pabean tempat  pemuatan ,  berupa  

:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

a. BC 1.2 ,  da lam  hal  barang  impor  be lum dia jukan  PIB,  

atau  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

b. BC 2.0 ,  da lam hal  barang  impor  te l ah  dia jukan  PIB  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 ) Perse tu j uan  pemuatan  barang  dibe r i kan  o leh  Pejaba t  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (4 )  apab i l a  jumlah ,  

jen i s ,  nomor ,  merek ,  ser ta  ukuran   kemasan  atau  pet i  

kemas yang  te rcan tum  da lam Pember i t ahuan  Pabean  dengan  

kemasan  atau  pet i  kemas  yang  bersangku tan  kedapatan  

sesua i  ;  -

(6 ) Tataker j a  penge lua ran  barang  impor  untuk  diekspor  

kembal i  adalah  sebaga imana  da lam  Lampi ran  VI  huru f  D 

Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  in i  ;  

Menimbang,  bahwa pasa l  2 ayat  (1 )  Pera tu ran  Di rek tu r  
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Jendera l  Bea  dan  Cukai  Nomor:  P- 42/BC/2008  ten tang  

Petun juk  Pelaksanaan  Pengeluaran  Barang  Impor  Untuk  

Dipaka i ,  berbuny i :  “Penge lua ran  Barang  Impor  dar i  Kawasan  

Pabean,  atau  tempat  la i n  yang  dipe r l a kukan  sama dengan  TPS 

dengan  tu j uan  d i impor  untuk  dipaka i  waj ib  dibe r i t a hukan  

dengan  Pember i t ahuan  Impor  Barang  (P IB)  yang  d isampaikan  

ke Kanto r  Pabean ;  - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  penye lesa ian  sengketa  in i  

maka  Pengadi l an  akan  menguj i  pokok  sengketa  atau  

permasa lahan  dalam  perkaranya  dar i  aspek  kewenangan,  

prosedura l  dan  substans ia l ,  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Pert imbangan  add.  1  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  objek  sengke ta  di te rb i t k an  o leh  

Kepala  Kantor  Pelayanan  Utama Bea dan Cukai  Tipe  A Tanjung  

Pr iok  u.b .  Kabid  Pelayanan  Pabean  dan  Cukai  I I I  Tanjung  

Pr iok  pada  tangga l  10  Jun i  2011  (buk t i  P- 10  =    T- 29)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  s ingka tan  huru f  u.b .  berasa l  dar i  

s ingka tan  ka l ima t  “un tuk  bel i au ”  yang  dalam  ranah  hukum 

admin is t r a s i  negara  (hukum  ta ta  usaha  negara )  d isebu t  

mandat ,  ya i t u  wewenang  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea 
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dan Cukai  Tipe  A Tanjung  Pr iok  yang  d iber i kan  kepada  Kabid  

Pelayanan  Pabean  dan  Cukai  I I I  Tanjung  Pr iok  untuk  

mengambi l  keputusan ,  namun tanggung  jawab  dar i  pengambi lan  

keputusan  te rsebu t  masih  berada  pada  Kepala  Kanto r  

Pelayanan  Utama Bea dan   Cukai   Tipe   A  Tanjung   Pr iok .  

Oleh  

karena  i t u  yang  ber tanggung  jawab  atas  penerb i t an  objek  

sengketa  adalah  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Utama  Bea  dan  

Cukai  Tipe  A Tanjung  Pr iok  sebaga i  Tergugat  da lam perkara  

in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Pasal  1 angka  4 Undang- Undang Nomor  

:  17 Tahun  2006  ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  

:  10  Tahun  1995  Tentang  Kepabeanan,  berbuny i :  ”Kanto r  

Pabean  ada lah  kanto r  dalam l i ngkungan  Di rek to ra t  Jendera l  

Bea  dan  Cukai  tempat  dipenuh inya  kewaj i ban  pabean  sesua i  

dengan  keten tuan  undang- undang  in i ” ,  dan  pada  Pasa l  1 

angka  11  berbuny i :  “Pe jaba t  bea  dan  cuka i  ada lah  pejaba t  

Di rek to ra t  Jendera l  Bea  dan  Cukai  yang  di tun j uk  dalam 

jaba tan  te r t en tu  untuk  melaksanakan  tugas  te r t en t u  

berdasarkan  undang- undang    in i ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa Pasa l  1 angka  3 Pera tu ran  Di rek tu r  

Jendera l  Bea  dan  Cukai  Nomor  :  P- 21/BC/2007  ten tang  

Petun juk  pelaksanaan  Tata laksana  Kepabeanan  Di  Bidang  

Impor  Pada  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea  Dan  Cukai  Tanjung  

Pr iok ,  berbuny i :  “Kanto r  Pabean  ada lah  Kanto r  Pelayanan  
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Utama  Di rek to ra t  Jendera l  Bea  dan   Cukai  (DJBC)  Tanjung  

Pr iok ”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t  

d ia tas  maka  Tergugat  berwenang  untuk  menerb i t k an  objek  

sengketa  yang  is i nya  menolak  permohonan  reekspor  dar i  

Penggugat  tangga l  26 Mei  2011,  berdasarkan  Pasa l  1 angka  4 

dan   Pasa l   1  angka   11  Undang- Undang   Nomor   :   17 

Tahun 2006 

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  :  10 Tahun  1995  

Tentang  Kepabeanan  jo .  1  angka  3  dan  Pasa l  25  ayat  (1 )  

Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Bea  dan  Cukai  Nomor  :  P-

21/BC/2007  ten tang  Petun juk  pelaksanaan  Tata laksana  

Kepabeanan  Di  Bidang  Impor  Pada Kanto r  Pelayanan  Utama Bea 

Dan  Cukai  Tanjung  Pr iok  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Pert imbangan  add.  2  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Pengad i l an  

memper t imbangkan  dar i  aspek  prosedura l  dan  substans ia l  

penerb i t an  objek  sengketa ,  ya i t u  apakah  objek  sengke ta  

yang  di te rb i t k an  Tergugat  te lah  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  ber ten tangan  

dengan  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  (AAUPB)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Menimbang,  bahwa  atas  pemesanan  impor  barang  o leh  

Penggugat  dar i  PT.  Albes t  Express  Pte  Ltd ,  d i  Changi  

Ai r f r e i g h t  Cent re  PO Box  525  Singapore  dengan  pemesanan  

barang  atau  Purchase  Order  (PO)  Nomor  :  PO/SG/33  tangga l  1 

Apr i l  2011  dan  PO Nomor  :  PO/SG/38  tangga l  10  Apr i l  2011  

te l ah  dik i r im  mela lu i  kapa l  lau t  (buk t i  P- 2a,  P- 2b,  P- 2c,  

P- 2d,  P- 3a,  P- 3b,  P- 3c,  P- 3d,  P- 4a,  P- 4b  = T- 10,  T- 11,  T-

12,  T- 13,  T- 14,  T- 16,  T- 17,  T- 18)  ;  - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap   impor  barang  te rsebu t  

Penggugat  te l ah  melakukan  penga juan  Pember i t ahuan  Impor  

Barang  (PIB)  Nomor  :  000000- 005318- 20110523- 016518  tangga l  

23  Mei  2011  te rhadap  pet i  kemas  Nomor  :  EOLU 4963048  dan  

pembayaran  bea masuk,  PPN,  PPH (pabean)  mela lu i  Perusahaan  

Pengurusan  Jasa  Kepabeanan  (PPJK)  ya i t u   PT.  Layar  Abadi  

Nusanta ra  pada  tangga l  23  Mei  2011  sebesar  Rp.  

85.351 .000 ,00  (de lapan  puluh  l ima  ju ta  t i ga  ra tus  l ima  

puluh  satu  r i bu  rup iah )  yang  dica ta t  (d i i s i  daf ta r  nomor  

PIB)  oleh  petugas  Bea  dan  Cukai  dengan  nomor :  186732  

tangga l  23  Mei  2011  dan  PIB  te rsebu t  d i te r ima  Penggugat  

pada  tangga l  23 Mei  2011  (buk t i      T- 20,  P- 5a = T- 21,  P-

6a) ,  ser ta  penga juan  PIB  Nomor  :  000000- 005318- 20110523-

016506   te rhadap   pet i   kemas   Nomor   :   EOLU 4969555  

te rmasuk  

pabeannya  sebesar  Rp.  10.667 .000 ,00  (sepu luh  ju ta  enam 

ra tus  enam puluh  enam tu juh  r i bu  rup iah )  melau i  PPJK ya i t u  

PT.  Layar  Abadi  Nusanta ra  pada  tangga l  24  Mei  2011  yang  

dica ta t  (d i i s i  daf ta r  nomor  PIB)  oleh  petugas  Bea  dan  

Cukai  dengan  nomor :  189525  tangga l  25  Mei  2011  dan  PIB  

te rsebu t  d i te r ima  Penggugat  pada  tangga l  25  Mei  2011  
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(buk t i  T- 24,  P- 5b = T- 21,   P- 6b)  ;  - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  impor  barang  Penggugat  

dida lam  2  (dua)  pet i  kemas  te rsebu t  d ia tas  oleh  Tergugat  

d i te t apkan  dalam  kategor i  Ja lu r  Merah  berdasarkan  Sura t  

Pember i t ahun  Ja lu r  Merah  (SPJM)  (buk t i  P- 7a,  P- 7b)  tangga l  

23 Mei  2011 dan 25 Mei  2011 yang  is i nya  dalam jangka  waktu  

3  ( t i ga )  har i  ker j a  sete lah  tangga l  Sura t  Pember i t ahun  

Ja lu r  Merah  in i  akan  di l akukan  pemer iksaan  f i s i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada  tangga l  24  Mei  2011  Penggugat  

mener ima  pember i t ahuan  dar i  PT.  Albes t  Express  Pte  Ltd ,  d i  

Changi  Ai r f r e i g h t  Cent re  PO Box  525  Singapore  yang  is i nya  

bahwa  te l ah  te r j ad i  kesa lahan  peng i r iman  barang  yang  

te rdapa t  pada  2  (dua)  pet i  kemas  dengan  Nomor  :  EOLU 

4969555  dan  Nomor   :  EOLU  4963048  (buk t i  P- 8)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  tangga l  25  Mei  2011  Kepala  

Seks i  Penindakan  I I   te l ah  menerb i t kan  Sura t  Per in t ah  

Penyege lan  te rhadap  pet i  kemas dengan  Nomor  :  EOLU 4963048  

(buk t i  T- 26)  yang  di l akukan  oleh  Petugas  Seks i  Penindakan  

I I  yang  te l ah  membuat  Cata tan  Penyege lan  tangga l  25  Mei  

2011  (buk t i  T- 26) ,  beg i t u  pu la  te rhadap  pet i  kemas dengan  

Nomor  :  EOLU 4969555  sesua i  Sura t  Tugas  Pengawasan  Kepala  

Seks i  Penindakan  I  tangga l  29  Apr i l  2011  yang  d i l akukan  

oleh   Petugas   Seks i   Penindakan   I   yang 

te l ah  membuat  Cata tan  Penyege lan  tangga l  25  Mei  2011  

(buk t i  T- 25)  ;  - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  o leh  karena  ada  kesa lahan  

peng i r iman  barang  dar i  PT.  Albes t  Express  Pte  Ltd . ,  maka 

pada  tangga l  26  Mei  2011  Penggugat  te l ah  mengajukan  sura t  

permohonan  reekspor  kepada  Tergugat  te rhadap  2  (dua)  pet i  

kemas dengan  Nomor  :  EOLU 4969555  dan Nomor  :  EOLU 4963048  

dengan  alasan  sa lah  k i r im  (buk t i  P- 9  =  T- 27)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada  tangga l  6  Jun i  2011  Tergugat  

mengi r imkan  sura t  kepada  Penggugat  dan  di t e r ima  oleh  

Penggugat  tangga l  6  Jun i  2011  yang  is i n ya  agar  Penggugat  

datang  menghadap  Sdr .  M. Anhar  Deni  Purnama d i  ruang  Seks i  

In te l j e n  Kanto r  Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  A 

Tanjung  Pr iok  untuk  dimin ta i  kete rangannya  pada  tangga l  9  

Jun i  2011  puku l  14.00  WIB,  dan  sura t  te rsebu t  te l ah  

di te r ima  karyawan  Tergugat  bernama Di l l ah  (buk t i       T-

28)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  fak ta  sura t  te rsebu t  

walaupun  d iban tah  oleh  Penggugat  da lam  rep l i k nya  namun 

t i dak  dapat  d ibuk t i k an  seba l i k nya  oleh  Penggugat ,  maka 

bukt i  T- 28  te tap  sebaga i  bukt i  sura t  sesua i  Pasa l  100  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  permohonan  Penggugat  

tangga l  26  Mei  2011  te rsebu t  o leh  Terguga t  da lam  balasan  
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sura tnya  tangga l  10  Jun i  2011  (ob jek  sengke ta )  pada  is i  

pokoknya  t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  (buk t i  P- 10  = T- 29) ,  

dan  menuru t  Pengad i l an  ka l ima t  “ t i dak  dapat  

d ipe r t imbangkan”  secara  gramat i ka l  d ia r t i k an  “d i t o l a k ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  permohonan  reekspor  

te l ah  di to l ak  Terguga t ,  maka Tergugat  pada  tangga l  14  Mei  

2011  te l ah  menerb i t kan  Sura t  Pember i t ahuan  Pemer iksaan  

jaba tan  yang  is i nya  akan  melaksanaan  pemer iksaan  f i s i k  

barang  te rhadap  2  (dua)  pet i  kemas  dengan  Nomor  :  EOLU 

4969555  dan  Nomor  :  EOLU 4963048  (buk t i  P- 11  =  T- 30)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  penu l i san  tangga l  14  Mei  2011  

te rsebu t  d iaku i  Tergugat  da lam  Pemer iksaan  Pers iapan  

tangga l  13  Ju l i  2011  te l ah  te r j ad i  kesa lahan  ket i k ,  

seharusnya  14  Jun i  2011  sebaga imana  te rmuat  da lam  dal i l  

jawaban  dan  dup l i knya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  bukt i  P- 11  =  T- 30  yang  te rb i t  

tangga l  14  Mei  2011  pada  is i  sura t  te rsebu t  da lam angka  3  

menyebutkan :  “Meng inga t  waktu  pemer iksaan  f i s i k  yang  

te r t unda  sudah  cukup  lama,  maka  dalam  hal  sampai  dengan  

tangga l  13  Jun i  2011  Saudara  belum  menyiapkan  barang  dan  
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dokumen  pelengkap  untuk  pelaksanaan  pemer iksaan  f i s i k  

barang  te rsebu t  ……….  dan  sete rusnya .  Maka  menuru t  

Pengad i l an  P- 11  =  T- 30  yang  te rb i t  tangga l  14  Mei  2011  

te l ah  sa lah  ket i k  bu lan ,  karena  seharusnya  tangga l  14 Jun i  

2011 ;  - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  di to l aknya  permohonan  

reekspor  dar i  Penggugat  tangga l  26  Mei  2011  oleh  Tergugat  

pada  tangga l  10  Jun i  2011  dan  te rb i t n ya  sura t  

pember i t ahuan  Pemer iksaan  Jabatan  tangga l  14  Jun i  2011  

berupa  pemer iksaan  f i s i k  barang  yang  sa lah  k i r im  dar i  PT.  

Albes t  Express  Pte  Ltd . ,  maka  Penggugat  tangga l  15  Jun i  

2011  mengajukan  permohonan  Penundaan  Pemer iksaan  jaba tan  

dan  Penin jauan  Kembal i  Reekspor  kepada  Kepala  Kantor  

Di rek tu r  Jendera l  Bea  dan  Cukai  (Kanto r  Pelayanan  Utama 

Bea dan Cukai  Tipe  A Tanjung  Pr iok /Te rguga t )  dengan  alasan  

bahwa barang  impor  be lum  di l akukan  pemer iksaan  f i s i k ,  

te l ah  te r j ad i  kesa lahan  peng i r iman  barang  oleh  pihak  

Shipper ,  dan  res i ko  keh i l angan ,  kerusakan  barang  menjad i  

beban  biaya  pihak  Shipper  (buk t i  P- 12 = T- 31) ,  namun t i dak  

mendapatkan  tanggapan  dar i  Terguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  t i dak  ada  tanggapan  

dar i  Tergugat  maka  Penggugat  te lah  member i t ahukan  kepada  

Tergugat  pada  tangga l  27  Jun i  2011  untuk  t i dak  di l akukan  

pemer iksaan  f i s i k  barang  dengan  alasan  sedang  melakukan  

proses  hukum te rhadap  sura t  peno lakan  reekspor  Terguga t  d i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  yang  sura t  te rsebu t  

d i te r ima  oleh  Terguga t  tangga l  30  Jun i  2011  (buk t i  P- 13  = 
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T- 32)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  fak ta  te rsebu t  d ia tas  pada  

tangga l  6  Jun i  2011  Tergugat  mengi r imkan  sura t  kepada  

Penggugat  yang  is i nya  agar  Penggugat  datang  menghadap  

untuk  d imin ta i  kete rangannya  pada  tangga l  9  Jun i  2011  

(buk t i  T- 28)  namun  Penggugat  t i dak  hadi r  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  fak ta  pers i dangan  t i dak  

di temukan  pera tu ran  perundang- undangan  kepabeanan  bahwa 

sura t  pangg i l an  Tergugat  kepada  Penggugat  hanya  di l akukan  

1  (sa tu )  ka l i ,  sedangkan  menuru t  Pengadi l an  berdasarkan  

Asas  Kepatu tan  bahwa  dalam  pelayanan  publ i k  seyogyanya  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  da lam  melaksanakan  tugasnya  

memanggi l  p ihak  yang  berkepen t i ngan  (s takeho lde r )  untuk  

menyelesa i kan  suatu  masalah  dipe r l ukan  pal i ng  sed ik i t  2 

(dua)  ka l i  pemanggi l an .  Apabi l a  sete lah  2  (dua)  ka l i  

pemanggi l an  pihak  yang  berkepent i ngan  t i dak  had i r  juga  

se lan ju t ya  dapat  d i l akukan  pengambi l an  keputusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada  tangga l  10  Jun i  2011  Terguga t  

te l ah  menerb i t kan  ob jek  sengketa  berupa  peno lakan  reekspor  

barang ,  dan  sebaga imana  dipe r t imbangkan  te rsebu t  d ia tas  

Tergugat  hanya  melakukan  pemanggi l an  te rhadap  Penggugat  

untuk  dimin ta i  kete rangannya  hanya  di l akukan  1 (sa tu )  ka l i  

pemanggi l an  pada  tangga l  9  Jun i  2010,  maka  Pengad i l an  

menyimpulkan  te rb i t n ya  objek  sengketa  mengandung  cacad  

prosedur  karena   te lah   ber ten tangan   dengan   Asas  
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Kepatu tan   sebaga i   sa lah  satu  dar i  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang baik  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Pengadi l an  akan  

memper t imbang  kan  dar i  aspek  substans i  te rb i t n ya  ob jek  

sengketa  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  Pasal  25  ayat  (1 )  huru f  a  dan  c  

Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Bea  dan  Cukai  Nomor  :  P-

21/BC/2007 ,  berbuny i :  “Terhadap  barang  impor  yang  masih  

berada  di  da lam  Kawasan  Pabean  dapat  d iekspor  kembal i  

apab i l a  “ t i dak  sesua i  dengan  pesanan”  dan  “sa lah  k i r im ” ,  

sedangkan  pasa l  25  ayat  (2 )  nya,  berbuny i :  “Keten tuan  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  t i dak  ber laku  apab i l a  

barang  te rsebu t  te l ah  dia j ukan  PIB  dan te l ah  d i l akukan  

pemer iksaan  f i s i k  barang  dengan  has i l  kedapatan  jumlah  dan  

/  atau  jen i s  barang  t i dak  sesua i ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  keten tuan  pasa l  25  ayat  (2 )  

te rsebu t  d ia tas  menuru t  Pengad i l an  mempunyai  2  (dua)  

ka l ima t  yang  sa l i ng  berhubungan  ya i t u  “ t i dak  ber laku  

apab i l a  barang  te rsebu t  te lah  dia j ukan  PIB”  dan  “ te l ah  

di l akukan  pemer iksaan  f i s i k  barang  dengan  has i l  kedapatan  

jumlah  dan/a tau  jen i s  barang  t i dak  sesua i ”  merupakan  

atu ran  yang  bers i f a t  penggabungan  atau  penyatuan  ka l ima t  

(kumula t i f )  dan  bukan  pi l han  dian ta ra  dua  ka l ima t  
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(a l t e r na t i f )   seh ingga  penerapannya  harus  memenuhi  se lu ruh  

unsur  pasa l  te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  pers idangan  di temukan  fak ta  

adanya  bukt i  pemesanan  impor  barang   (PO)  oleh  Penggugat  

kepada  PT.  Albes t  Express  Pte  Ltd .  d i  Changi  Ai r f r e i gh t  

Cent re  PO Box  525  Singapore  (buk t i  P- 2a  dan  P- 3a)  dan  

sura t  dar i  PT.  Albes t  Express  Pte  Ltd .  te r sebu t  d i tu j ukan  

kepada  Penggugat  yang  is i nya  te l ah  te r j ad i  kesa lahan  

peng i r iman  barang  yang  te rdapa t  pada  2  (dua)  pet i  kemas 

dengan  Nomor  :  EOLU 4969555  dan  Nomor  :  EOLU 4963048  

(buk t i  P- 8)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sesua i  fak ta  bukt i  P- 11  = T- 30,  P-  

12  =  T- 31,        P- 13  =  T- 32,  te rhadap  2  (dua)   pet i  

kemas  barang   impor   Penggugat   Nomor  :  EOLU 4969555  dan  

Nomor  :  EOLU 4963048  yang  t i dak  sesua i  dengan  pesanan  dan  

sa lah  k i r im  te rsebu t  be lum  di l akukan  pemer iksaan  f i s i k  

barang  o leh  Tergugat  dan  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  bukt i  P- 8,  P- 11  = T- 30,  P-  12  

=  T- 31,   P- 13  =  T- 32  dihubungkan  dengan  objek  sengketa  

(buk t i  P- 10  = T- 29)  dan  diko re l as i k an  dengan  kr i t e r i a  dan  

maksud  Pasal  25  ayat  (2 )  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Bea 

dan  Cukai  Nomor  :  P- 21/BC/2007 ,  maka  te rb i t n ya  objek  
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sengketa  yang  menolak  permohonan  reekspor  o leh  Tergugat  

te rsebu t  t i dak  bera lasan  hukum  karena  pada  fak tanya  

te rhadap   barang  impor  te rsebu t  be lum  pernah  di l akukan  

pemer iksaan  f i s i k   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  per t imbangan  te rsebu t  

Pengad i l an  menyimpulkan  te rb i t n ya  ob jek  sengketa  te rsebu t  

t i dak  memenuhi  kr i t e r i a  atau  ber ten tangan  dengan  maksud  

pasa l  25  ayat  (2 )  Pera tu ran  Di rek tu r  Jendera l  Bea  dan  

Cukai  Nomor:  P- 21/BC/2007 ,  seh ingga   penerb i t an  objek  

sengketa  o leh  Tergugat  secara  subs tans ia l  te lah  mengandung  

cacad  hukum ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  per t imbangan  te rsebu t  d ia tas  

maka  te rb i t n ya  objek  sengketa  secara  prosedura l  dan  

subs tans ia l  te l ah  mengandung  cacad  hukum,  oleh  karena  

te l ah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku  dan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  

seh ingga  memenuhi  Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  a dan  b Undang-

Undang Nomor  :  9 Tahun 2004  ten tang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  maka  sudah  seyogyanya  secara  hukum objek  sengketa  

dalam  perkara  in i  untuk  dinya takan  bata l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  te rb i t n ya  objek  

sengketa  te l ah  diba ta l kan  dan  te rhadap  tun tu tan  Penggugat  
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la i nnya  yang  mewaj ibkan  Tergugat  mencabut  ob jek  sengketa  

dan  menerb i t kan  sura t  keputusan  ta ta  usaha  negara  yang  

is i n ya  berupa  pember ian  iz i n  reekspor  kepada  Penggugat  

te rhadap  2 (dua)  pet i  kemas Nomor  :  EOLU 4969555  dan Nomor  

:  EOLU  4963048  sesua i  permohonan  Penggugat  Nomor  :  

468/SGH/V/2011  tangga l      25  Mei  2011  dapat  d ikabu l kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  tun tu tan  gant i  rug i  

sebesar                    Rp.  75.201 .000 ,00  ( tu j uh  puluh  

l ima  ju ta  dua  ra tus  satu  r i bu  rup iah )  te rhadap  Terguga t  

maka  Pengad i l an  akan  mempert imbangkannya  apakah  Tergugat  

da lam menerb i t kan  ob jek  sengketa  te lah  melakukan  perbua tan  

melawan  hukum  (onrech tmat i ge  overhe i sdaad)  ?  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang,  bahwa  dar i  per t imbangan  te rsebu t  d ia tas  

objek  sengketa  te lah  dinya takan  bata l  o leh  karena  te l ah  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  dan  AAUPB,   namun pembayaran  sewa  pet i  kemas   dan 

sewa gudang  di  Pelabuhan  Tanjung  Pr iok  untuk  jangka  waktu  

yang  leb ih  lama dar i  semest i nya  t i dak  di temukan  fak ta  atau  

bukt i  sura t  d i  da lam  pers idangan  bahwa  Penggugat  te l ah  

melakukan  pembayaran  penyewaan  pet i  kemas dan  gudang.  

Sehingga  perbua tan  melawan hukum Tergugat  yang  menimbulkan  
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kerug ian  secara  nyata  belum  te rbuk t i ,  o leh  karena  i t u  

te rhadap  tun tu tan  Penggugat  te rsebu t  t i dak  dapat  

d ikabu l kan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  se lu ruh  per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas  maka  Penggugat  te l ah  membukt i kan  

gugatannya  yang  berdasarkan  hukum,  sedangkan  Tergugat  

t i dak  dapat  membukt i kan  dal i l  sangka lannya ,  maka  gugatan  

Penggugat  d ikabu l kan  untuk  sebag ian ,  dan  di to l a k  untuk  

se leb ihnya   ;  

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan  untuk  sebag ian ,  maka  kepada  Terguga t  sesua i  

Pasal   110  Undang  Undang  Nomor  :  5  tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dihukum untuk  membayar  biaya  

perkara  yang  t imbu l  sebaga imana  te rcan tum  da lam  amar  

putusan  dibawah  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  bukt i - bukt i  yang  dipe r t imbangkan  

te l ah  dapat  menjawab  in t i  pokok  persengke taan  da lam 

perkara  in i ,  maka  bukt i - bukt i  la i n  yang  t i dak  mempunyai  

re levans i  dengan  in t i  pokok  persengke taan  in i  t i dak  per lu  

dipe r t imbangkan  lag i  namum te tap  te r l amp i r  da lam  berkas  

perkara  ;  - - - - - - -

Menginga t ,  Undang  Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  jo .  

Undang Undang Nomor  :  9 tahun  2004 jo .  Undang- Undang Nomor  
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:  51  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ser ta  

pera tu ran  hukum  la i nnya  yang  berka i t an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI  :

- Menolak  ekseps i  Tergugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

di t e rb i t k an  o leh  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea  dan  

Cukai  Tipe  A  Tanjung  Pr iok   (Terguga t )  berupa  sura t  

Nomor:  S- 606/KPU.01 /BD.05 /201 0 tangga l  10  Jun i  2011  

per iha l  Permohonan  Reekspor  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan  Cukai  

Tipe  A Tanjung  Pr iok  (Terguga t )  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  berupa  sura t  Nomor  :  S-

606/KPU.01 /BD.05 /2010  tangga l  10  Jun i  2011  per iha l  

Permohonan  Reekspor  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Mewaj ibkan  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Utama Bea dan  Cukai  
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Tipe  A Tanjung  Pr iok  (Terguga t )  untuk  menerb i t kan  sura t  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  is i nya  berupa  pember ian  

iz i n  reekspor  kepada  Penggugat  te rhadap  2  (dua)  pet i  

kemas  Nomor  :  EOLU 4969555  dan  Nomor  :  EOLU 4963048  

sesua i  permohonan  Penggugat  Nomor  :  468/SGH/V/2011  

tangga l  25  Mei  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se leb ihnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  

Rp.  154.000 , -  (se ra tus  l ima  pu luh  empat  r i bu  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Demik ian lah  d ipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  

har i  Kamis  tangga l  29  September  2011,  o leh  TEDI  ROMYADI,  

S.H.  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  ANDRI  MOSEPA,  S.H. ,  

M.H.  dan  IRHAMTO,  S.H.  masing- masing  sebaga i  Hakim 

Anggota ,  putusan  te rsebu t  d ibacakan  pada  har i  Rabu tangga l  

5  Oktober  2011  dalam  pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum 

oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  d ia tas ,  dengan  diban tu  oleh  

SRI  HARTANTO,  SH.  sebaga i  Pani te ra  Penggant i  dengan  

dihad i r i  o leh  Kuasa   Hukum  Penggugat  dan  tanpa  d ihad i r i  

o leh  Pihak  Terguga t  ataupun  Kuasa  Hukumnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HAKIM ANGGOTA,  HAKIM KETUA MAJELIS,
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Ttd  

Ttd  

ANDRI MOSEPA, S.H. ,  M.H.              

TEDI  ROMYADI,  S.H.

Ttd

IRHAMTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd .

SRI  HARTANTO, S.H.

 Per inc ian  Biaya  Perkara  :

1. Pendaf ta ran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rp.     30.000 , -

2. ATK (A la t - Ala t  Tul i s   Kanto r )  . . . . . . . . . . . . . Rp.  
50.000 , -    

3. Panggi l an - Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.  
60.000 , -

4. Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rp.       6. 000, -

5. Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rp.       5.000 , -

6. Leges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rp  .          3  .000 , -  

J u m l  a h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.  
154.000 , -

( Sera tus  l ima  puluh  empat  r i bu  rup iah ) .
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